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ABSTRAK 

       Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Perjanjian 

Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Ojek dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi di Terminal Purabaya Sidoarjo) yang 

bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalam dua rumusan 

masalah, yaitu bagaimana perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di 

Terminal Purabaya Sidoarjo dan bagaimana perjanjian pembagian wilayah 

pemasaran jasa ojek di Terminal Purabaya Sidoarjo dalam perspektif hukum 

Islam dan UU No. 5 Tahun 1999. 

       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif 

yang data penelitiannya dihimpun melalui observasi, dokumentasi serta 

wawancara dengan pengemudi ojek, penumpang ojek, Kepolisian Sektor Waru 

serta pihak terkait lainnya. Data yang berhasil dihimpun, dianalisis dengan 

metode analisis deskriptif menggunakan sudut pandang ketentuan perjanjian 

dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, perjanjian pembagian 

wilayah pemasaran jasa ojek di Terminal Purabaya berisi ketidakbolehan ojek 

online untuk memasuki area terminal Purabaya dan hanya diperbolehkan 

menjemput penumpang di pintu masuk bus (di luar area terminal/ depan halte PT. 

Gudang Garam),  sedangkan pengendara ojek pangkalan berhak sepenuhnya 

beroperasi di area terminal Purabaya serta memberikan sanksi kepada pengendara 

ojek online yang masuk di area terminal Purabaya, berupa penyitaan atribut 

pengendara ojek online; kedua, perjanjian pembagian wilayah tersebut tidak 

sesuai dengan hukum Islam karena terdapat pembatasan pasar yang mengarah 

pada monopoli, sehingga dapat mendzalimi hak orang lain dalam mencari rezeki 

Allah Swt. Selain itu, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian pada 

pasal 1320 KUHPer terkait kesepakatan dan sebab yang halal serta bertentangan 

dengan pasal 1 huruf f, 9, 17 dan pasal 19 huruf a dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat karena mengandung unsur keterpaksaan salah satu pihak. 

       Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran, yaitu: pertama, 

pengendara ojek pangkalan hendaknya memperbaiki sistem pelayanan dan tarif 

sehingga dapat menarik penumpang untuk kembali menggunakan jasa ojek 

mereka; kedua, pengendara ojek online hendaknya menghormati pengendara ojek 

pangkalan yang telah terlebih dahulu beroperasi; ketiga, aparat penegak hukum 

hendaknya lebih menjaga kestabilan keamanan dan tidak memihak pada salah 

satu pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Islam merupakan Agama yang memiliki sifat komprehensif karena isi 

ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia baik yang ritual (mah{dhah) 

maupun sosial (mua<malah), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, 

kebudayaan.1 Di dalam melakukan kegiatan sosial (mua<malah), Islam memiliki 

prinsip-prinsip mua<malah. Terdapat sebelas prinsip-prinsip mua<malah yaitu 

prinsip tauh{idi (unity), prinsip halal, prinsip maslahah, prinsip kebebasan 

berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip 

amanah, prinsip komitmen terhadap akhla<q al-karima<h, dan prinsip terhindar dari 

jual beli dan investasi yang dilarang.2 Kegiatan bermuamalah senantiasa 

mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi, 

serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang 

untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad 

yang dikenal sejak zaman Rasulullah Saw-pun semakin berkembang bentuk 

pengaplikasiannya. Terlebih lagi pengaplikasian berbagai bentuk bisnis di era 

globalisasi ini, zaman yang sudah dilengkapi dengan berbagai alat. 

       Di dalam hukum Islam khususnya bidang muamalat terdapat kaidah fiqh 

yang berisikan bahwa: 

                                                             
1Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2014), 22. 
2Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), 7-12. 
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عَامَلََتُُِفُُِالَََصْلُ 
 
تََْريِْْهَاُعَلَىُُدَليِْلُيدَ لُانَُُاِلَُُُّاْلََبََحَةُ ُالم  

     “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”.3 
 

       Islam memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan suatu 

perikatan/perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh para 

pihak, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. 

Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan 

syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam 

memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan 

yang di inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. 

Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama 

manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula 

menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. 

Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap 

meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini antara lain: 

ُُتَ قْت  ل واُوَلََُ مِّنك مُُْتَ رَاضُ ُعَنُُتَِِارةَُ ُك ونَُتَُُأَنُُإِلََُُّبَِلْبَاطِلُُِبَ ي ْنَك مُأمَْوَالَك مُتََْك ل واُلََُُآمَن واُُالَّذِينَُُأيَ ُّهَاُيَُ
 رَحِيم اُبِك مُُْكَانَُُُاللََُُّّإِنَُُّأنَف سَك مُْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”4 

 

 

 

                                                             
3Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24. 
4Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, cet.10 (Bandung: Diponegoro, 2006), 65.  
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Terdapat pula hadits yang melarang akan adanya monopoli, yakni: 

خَاطِئُ ُفَ ه وَُُاحْتَكَرَُُمَنُِ  
“Barangsiapa memonopoli maka ia berdosa.” (HR. Muslim, Abu Dawud, At 

Tarmidzi). Dari referensi hadits Muslim. 

 

       Adanya persaingan usaha ini mendorong para pihak yang secara naluriah 

ingin mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi yang paling beruntung. Hal 

ini tidak sesuai dengan aturan hukum dan norma yang terdapat dalam al-Qur’an 

dan as-Sunnah, diantaranya bahwa setiap pengusaha muslim dituntut untuk 

senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan 

yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud : 85 

م فْسِدِينَُُُالَْْرْضُُِفُُِتَ عْثَ وْاُوَلََُُأَشْيَاءَه مُُْالنَّاسَُُتَ بْخَس واُُوَلََُُبَِلْقِسْطُُِوَالْمِيزَانَُُالْمِكْيَالَُُأوَْف واُقَ وْمُُِوَيَُ  
 “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan 

janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah 

kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.5 

 

       Ketentuan yang mengatur mengenai persaingan usaha, terdapat di UU No 5 

Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817 (untuk selanjutnya disebut UU No 5 Tahun 1999). Di 

dalam Pasal 9 UU No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang 

membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bertujuan untuk 

membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat.6 

                                                             
5 Ibid., 184. 
6Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

       Di dalam pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa Pelaku 

usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun 

bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang berupa menolak dan atau 

menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama 

pada pasar bersangkutan; atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku 

usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha 

pesaingnya itu; atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau 

jasa pada pasar bersangkutan; atau melakukan praktek diskriminasi terhadap 

pelaku usaha tertentu. 

       Secara eksplisit perjanjian yang dilakukan antara pengendara ojek online 

dengan  pengendara ojek pangkalan yang penulis paparkan diatas diperingatkan 

dengan pasal 9 dan pasal 19 UU No 5 Tahun 1999, akan tetapi demi tercapainya 

ketertiban umum dan kelancaran kegiatan usaha masing-masing pihak serta agar 

tidak terjadi perkelahian antara pengendara ojek online dengan pengendara ojek 

pangkalan maka, para pihak telah menyepakati perjanjian perdamaian tersebut 

dan menurut Pasal 1853 KUH Perdata perdamaian dapat diadakan mengenai 

kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran; atau 

dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk 

menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan. 

Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Kebijakan Transportasi Online di 

Terminal Purabaya Sidoarjo ini adalah: perwakilan lyn H1, perwakilan taksi 

konvensional, perwakilan angkutan online (R2 dan R4), perwakilan Dinas 
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Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, perwakilan UPTD Terminal Purabaya, 

perwakilan DPC SPTI Sidoarjo, Koramil 0816/16 Waru, serta Kepala Kepolisian 

Sektor Waru. Dan telah disepakati :7  

1. R2 dan R4 online tidak boleh mangkal di sekitar Terminal Purabaya, tidak 

boleh mengambil penumpang di dalam Terminal Purabaya dan harus 

mempunyai aplikasi (HP/Android) serta R2 dan R4 online diperbolehkan 

mengantar penumpang sampai ke dalam Terminal Purabaya.  

2. Dishub akan memasang rambu-rambu lalu lintas di depan PT. Gudang Garam 

dan pertigaan Medaeng serta akan membuat spanduk himbauan di sekitar 

Terminal Purabaya.  

3. Akan dibentuk Satgas gabungan (Polri, TNI, Dishub, Perwakilan Koordinator 

Angkot dan Perwakilan Koordinator Angkutan Online) untuk saling 

mengawasi. 

4. Taksi Online harus memakai tanda sticker. 

5. Titik penjemputan baik R2 dan R4 online boleh di Halte depan  PT. Gudang 

Garam. 

6. Angkutan online tidak boleh mangkal di sepanjang jalan Letjend Sutoyo. 

Teknologi canggih sebagai fasilitas dalam menjalani berbagai bidang usaha 

dan bisnis. Bisnis ojek online misalnya, bisnis ini merupakan salah satu bentuk 

usaha dalam bidang jasa teknologi untuk memberikan pelayanan transportasi 

kendaraan bermotor atau dikenal dengan ojek yang di jalankan dengan 

menggunakan aplikasi khusus secara online. Sehingga kapanpun masyarakat 

                                                             
7 Noer Joko (Intelkam Polsek Waru), Wawancara, Polsek Waru, 13 September 2017. 
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membutuhkan jasa transportasi ini, cukup mengaksesnya melalui aplikasi di 

smartphone. Maka para driver pun siap datang untuk mengantarkan penumpang 

ke tempat yang ingin dituju. 

Munculnya perusahaan penyedia layanan jasa transportasi online berbasis 

aplikasi ini ingin menawarkan berbagai kemudahan akses baik bagi pengusaha 

angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna, mulai dari sistem pemesanan 

hingga sistem pembayarannya dalam bertransportasi. Kehadiran transportasi 

berbasis online ini juga didasarkan pada transportasi umum yang dirasa kurang 

efektif dan efisien. Seiring dengan tuntutan pengguna jasa layanan dan keinginan 

masyarakat akan penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman, cepat, dan 

tepat waktu, yang didukung perkembangan teknologi, maka kehadiran 

transportasi berbasis online ini dengan cepat mampu diterima oleh masyarakat. 

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pihak dapat merasakan dampak 

positif dari munculnya jasa transportasi online tersebut, misalnya pihak ojek 

pangkalan yang keberadaannya sudah ada sebelum transportasi online. Juga 

dengan ojek online  ini berkembang begitu pesat dan mendapat perhatian banyak, 

baik dari kalangan masyarakat sampai pada kalangan pemerintah.8   

Di Sidoarjo sendiri khususnya terminal Purabaya telah beberapa kali terjadi 

konflik antara pihak ojek pangkalan dengan transportasi online, hingga akhirnya 

                                                             
8 Rahardjo Adisasmita, Analisa Kebutuhan Transportasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 35. 
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pihak polsek Waru turun tangan untuk mendamaikan para pihak tersebut. Proses 

perdamaian tersebut berlangsung di Polsek Waru, Sidoarjo pada tanggal 03 Mei 

2017. Dalam proses perdamaian tersebut, para pihak sepakat membuat sebuah 

aturan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan yang berakibat merugikan 

semua pihak.9 

Akibat dari perjanjian tersebut, maka angkutan online tidak boleh 

mengambil penumpang ataupun mangkal di wilayah terminal Purabaya. Sehingga 

di dalam lingkungan terminal Purabaya hanya ada ojek pangkalan dan jika 

konsumen memerlukan jasa transportasi, maka mereka harus menggunakan ojek 

pangkalan yang ada di terminal Purabaya. Dikarenakan ojek pangkalan tidak 

memiliki pesaing, maka mereka akan bebas mematok harga berapapun yang 

mereka mau, dikarenakan konsumen tidak bisa menggunakan jasa transportasi 

lain seperti transportasi online yang lebih murah dan efisien. Persaingan tidak 

sehat tersebut akan menimbulkan kerugian di beberapa pihak yaitu konsumen 

yang harus mengeluarkan dana yang lebih banyak dikarenakan tidak bisa 

menggunakan transportasi online yang cenderung lebih murah, perusahaan 

transportasi online dan pengendara ojek online yang tidak bisa bersaing di 

terminal Purabaya dimana terminal Purabaya merupakan pasar yang potensial 

untuk memasarkan jasa transportasi yang salah satunya terdapat di Indonesia 

pada Provinsi Jawa Timur.  

Oleh karena itu Penulis ingin meneliti hal tersebut menggunakan Hukum 

Positif yaitu UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dan KUH Perdata serta hukum Islam untuk 

                                                             
9 Noer Joko (Intelkam Polsek Waru), Wawancara, Polsek Waru, 13 September 2017. 
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meneliti keabsahan Perjanjian yang dibuat oleh Para pihak yang telah disebutkan 

diatas. 

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

masalah-masalah yang muncul yang bisa dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk perjanjian antara ojek online dengan ojek pangkalan. 

2. Penerapan perjanjian antara ojek online dengan ojek pangkalan. 

3. Keabsahan perjanjian tersebut dalam hukum Islam. 

4. Kesesuaian perjanjian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

5. Akibat dari perjanjian yang dibuat ojek online dan ojek pangkalan. 

6. Cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak. 

7. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di terminal Purabaya 

Sidoarjo. 

8. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek dalam prespektif hukum 

Islam Dan UU No. 5 Tahun 1999 (Studi di Terminal Purabaya Sidoarjo). 

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi 

penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu : 

1. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di terminal Purabaya 

Sidoarjo. 

2. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek dalam perspektif hukum 

Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 (Studi di Terminal Purabaya Sidoarjo). 
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C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di Terminal 

Purabaya Sidoarjo ? 

2. Bagaimana perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di Terminal 

Purabaya Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 5 Tahun  

1999 ? 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan 

topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu sehingga 

diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Dalam penelusuran yang 

penulis lakukan ditemukan beberapa penelitian yang membahas perjanjian antara 

ojek online dan ojek pangkalan di Terminal Purabaya Sidoarjo. 

Petama, “Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari 

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Jasa 

Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber di Surabaya)”. Skripsi tersebut 

ditulis oleh Zulia Khoirun Nisa’. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: Strategi persaingan jasa transportasi online 

yang diterapkan adalah strategi fokus (focus) yaitu dengan menggabungkan 

strategi overall cost leadership dan diferensiasi, sehingga transportasi online 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

 

 

memberikan pelayanan yang lebih efisien dengan biaya rendah. Strategi  

persaingan usaha yang diterapkan oleh transportasi berbasis online tidak 

melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hukum bisnis 

Islam, persaingan usaha jasa transportasi online tidak sesuai dengan prinsip 

keseimbangan, karena Grab dan Uber menerapkan rush hour yang menjadikan 

tarif bertambah pada jam sibuk. Sehingga dalam transaksi  tidak memenuhi 

syarat keridhoan kedua belah pihak. Kemudian penerapan strategi persaingan 

usaha Grab dan Uber masih mengandung riba dengan penambahan harga pada 

jam sibuk, kemudian Go-Car mengandung gharar dan maysir dengan permainan 

poin setelah transaksi terjadi. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas 

yaitu skripsi ini membahas persaingan usaha antar transportasi online di 

Surabaya sedangkan yang akan penulis bahas yaitu perjanjian pembagian wilayah 

pemasaran jasa ojek antara ojek online dengan ojek pangkalan di terminal 

Purabaya Sidoarjo.10 

Kedua, “Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Transportasi Online di 

Terminal Purabaya Sidoarjo”. Skripsi tersebut ditulis oleh Siti Nurchotimah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan dua hasil, yakni Pertama, tingkat efektivitas 

kebijakan publik tentang kawasan larangan transportasi online di Terminal 

Purabaya Sidoarjo berdasarkan hasil penelitian sudah dilaksanakan secara 

“efektif”. Hal ini bisa dilihat dengan persentase responden yang menyatakan 

                                                             
10Zulia Khoirun Nisa’, “Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online ditinjau dari Undang-

Undang  Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat dan Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Jasa Transportasi Online GrabCar, Go-Car dan Uber 

di Surabaya” (Skripsi--IAIN Tulungagung, 2017), 165. 
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sangat setuju dan sangat setuju pada kebijakan transportasi online di Terminal 

Purabaya Sidoarjo sebesar 73% responden, sedangkan yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju hanya sebesar 27% responden saja. Kedua, 

Persepsi masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat pengguna layanan jasa 

transportasi online (Go-jek, Uber dan Grab) yang berada di Terminal Purabaya 

Sidoarjo dan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan larangan 

transportasi online. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil angket yang 

menunjukkan 79% responden menyatakan “baik” terhadap kebijakan transportasi 

online di Terminal Purabaya Sidoarjo, sedangkan yang menyatakan “tidak baik” 

hanya 21% responden saja. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis bahas 

yaitu skripsi ini hanya membahas pendapat masyarakat terkait efektifitas 

kebijakan Transportasi Online di Terminal Purabaya Sidoarjo sedangkan penulis 

akan membahas perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek antara ojek 

online dengan ojek pangkalan di terminal Purabaya Sidoarjo yang akan dianalisis 

keabsahannya. Sedangkan persamaannya yaitu objek penelitian yang sama-sama 

membahas kebijakan transportasi online di Terminal Purabaya.11 

Dari penelusuran yang penulis lakukan belum ada yang membahas secara 

menyeluruh tentang isi dari perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek 

yang dibuat oleh berbagai pengusaha transportasi di Terminal Purabaya Sidoarjo 

kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga 

dapat diketahui keabsahan perjanjian tersebut. 

                                                             
11Siti Nurchotimah, “Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Transportasi Online di Terminal 

Purabaya Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 125.  
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E. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mengambil tujuan masalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan perjanjian pembagian wilayah pemasaran 

jasa ojek di Terminal Purabaya Sidoarjo. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan perjanjian pembagian wilayah pemasaran 

jasa ojek di Terminal Purabaya Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam dan 

UU No. 5 Tahun 1999. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

       Secara toeritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian 

berikutnya. 

b. Sebagai sumbangan bagi pengembangan pemikiran Hukum Islam, 

khususnya berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai 

perjanjian pembagaian wilayah khususnya yang diterapkan oleh perusahaan 

transportasi di terminal Purabaya. 

2. Kegunaan Praktis 

       Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan 

keterampilan dan kualitas diri. 
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b. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi perusahaan agar dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memecahkan suatu perselisihan yang ada baik 

untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi Operasional memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang 

bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung 

spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

Hukum Islam : Seperangkat aturan yang bersumber dari Alquran, 

hadis dan pendapat ahli hukum Islam khususnya 

mengenai hukum perjanjian. 

Perjanjian Pembagian 

Wilayah Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Suatu perjanjian yang merupakan hasil dari 

kesepakatanperwakilan berbagai perusahaan 

transportasi yang beroperasi di sekitar terminal 

Purabaya dan perwakilan angkutan online (Roda 2 

dan Roda 4), perwakilan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Sidoarjo, perwakilan UPTD Terminal 

Purabaya, perwakilan DPC SPTI Sidoarjo, Koramil 

0816/16 Waru, serta Kepala Kepolisian Sektor Waru 
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Jasa Ojek 

 

 

 

 

 

 

: 

yang berisi klausul-klausul tentang larangan ojek 

online memasarkan jasa transportasi di Terminal 

Purabaya. 

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bekerja 

untuk mengangkut atau membonceng penumpang 

mencapai tujuan. Dalam skripsi ini adalah jasa ojek 

pangkalan dan online di Terminal Purabaya Sidoarjo. 

UU No 5 Tahun 1999 : Merupakan Undang-Undang Tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

yang disahkan pada tanggal 5 Maret 1999. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah 

yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan 

cara pemecahannya.12 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan 

(field research) dengan pendekatan kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat 

tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan 

metode penelitian skripsi sebagai berikut. 

 

 

 

                                                             
12Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos, 2001), 1. 
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1. Data yang akan Dikumpulkan 

a. Data Primer 

1) Perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa transportasi di terminal 

Purabaya Sidoarjo. 

2) Isi dari perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa transportasi yang 

diterapkan di terminal Purabaya Sidoarjo. 

b. Data sekunder 

1) Data yang berkaitan dengan profil terminal Purabaya Sidoarjo. 

2) Dokumentasi berupa foto terkait dengan terminal Purabaya Sidoarjo. 

2. Sumber Data 

c. Sumber primer  

       Sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui 

wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembagian 

wilayah pemasaran jasa transportasi di terminal Purabaya Sidoarjo yaitu 

perwakilan berbagai perusahaan transportasi yang beroperasi di sekitar 

terminal Purabaya dan perwakilan angkutan online (Roda 2 dan Roda 4), 

perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, perwakilan UPTD 

Terminal Purabaya, dan Polsek Waru dan dokumen perjanjian tersebut 

diatas. 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 

 

 

 

d. Sumber data sekunder 

       Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak 

langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, dan 

dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.13 

1) Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu 

2) Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam 

Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. 

3) Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam 

Kontrak Komersial 

4) Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. 

5) Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 

6) Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam. 

7) Wiwoho, Keadilan Berkontrak. 

8) Abbas Arfan, 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah. 

9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

10) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi atau pengamatan  

       Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

                                                             
13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2012), 62. 
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diselidiki.14 Dengan observasi ini, peneliti ingin melihat, mengamati 

sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian atau fenomena dan 

budaya sebagaimana sebenarnya yang terjadi pada persaingan usaha 

antara ojek pangkalan dengan ojek online di Terminal Purabaya. 

b. Interview (wawancara) 

       Menurut Kartono, interview atau wawancara adalah proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua 

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan.15 Pihak Pertama berfungsi sebagai penanya, 

disebut Interviewer yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi 

sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada penelitian 

ini yaitu perwakilan berbagai perusahaan transportasi yang beroperasi di 

sekitar terminal Purabaya dan perwakilan angkutan online (Roda 2 dan 

Roda 4), perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo,perwakilan 

UPTD Terminal Purabaya, dan Polsek Waru. Dengan metode ini 

diharapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam 

sehingga dapat dijadikan data.  

c. Studi pustaka  

       Pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan pustaka literatur 

yang akan digali adalah Alquran, kitab-kitab hadis, dan buku-buku 

mengenai perjanjian menurut hukum Islam dan hukum positif. 
                                                             
14Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70. 
15Ibid., 83. 
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4. Teknik Pengolahan Data 

       Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-

hal berikut : 

a. Editing, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk 

pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh, yaitu data 

wawancara perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di 

Terminal Purabaya Sidoarjo. 

b. Organizing, yaitu menyusun data-data hasil editing sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.16 

Penyusunan data hasil dari wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam 

perjanjian. 

c. Analizing, adalah mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah 

disusun dengan cara menyelami da merefleksikan data tersebut agar dapat 

ditarik kesimpulan.17 Analizing dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 

hukum antara data yang didapat dari narasumber tentang permasalahan 

(perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek) yang terjadi dengan 

hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 

 

 

 

 

                                                             
16Andi Prastowo, Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210. 
17 Abuzar Asra, Metode Penelitian Survei (Bogor: In Media, 2014), 171. 
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5. Teknik Analisis Data  

       Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

analitis dalam menjabarkan data-data tentang perjanjian pembagian wilayah 

pemasaran jasa transportasi di terminal Purabaya Sidoarjo.  

       Untuk tinjauan hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999-nya 

menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, 

yakni dengan melihat fakta-fakta umum dengan meletakkan norma hukum 

Islam dan hukum positif sebagai acuan dalam menilai fakta-fakta khusus 

yang berkaitan dengan perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa 

transportasi di terminal Purabaya Sidoarjo. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian ini, maka 

penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab 

menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab selanjutnya, 

sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang. Tiap-tiap bab dibagi 

ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana 

pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab 

yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. 
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Bab Kedua, berisi konsep perjanjian dalam hukum Islam dan Undang-

Undang yang meliputi Pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, asas-asas 

hukum perjanjian, subjek dan objek perjanjian, syarat sah serta kekuatan 

berlakunya perjanjian, akibat hukum dari suatu perjanjian, Selain itu bab ini 

berisi pembahasan tentang UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, isi UU No. 5 Tahun 1999 pasal 9, 

dan implikasi dari aturan. 

Bab Ketiga, berisi perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di 

terminal Purabaya Sidoarjo. Beberapa hal yang dibahas antara lain gambaran 

umum tentang Terminal Purabaya Sidoarjo, hubungan hukum dan kedudukan 

para pihak, proses pembentukan dan pelaksanaan perjanian, proses penyelesaian 

jika terjadi sengketa, penerapan pengawasan zona perjanjian pembagian wilayah 

pemasaran jasa ojek di terminal Purabaya Sidoarjo. 

Bab Keempat berisi analisis perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa 

ojek di terminal Purabaya Sidoarjo menurut perspektif hukum Islam dan UU No. 

5 Tahun 1999, prakteknya perjanjian Islam dan hukum positif terhadap Perjanjian 

pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di terminal Purabaya Sidoarjo. 

Bab Kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang di 

dalamnya memuat kesimpulan akhir dan saran. 
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BAB II 

PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1999 

A. Perjanjian Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian 

       Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan akad.1Kata akad berasal dari 

bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan 

permufakatan, dalam bentuk jamaknya disebut al-uquud yang berarti ikatan atau 

simpul tali.2 Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lainmengikat 

yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mangikat salah satunya dengan yang lain 

sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda; 

sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya; dan 

janji yaitu perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak 

lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang 

tersebut.3 

       Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 

seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, maupun yang 

muncul dari dua pihak. Menurut Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian 

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 

hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan 

yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.4 

                                                             
1Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68. 
2Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 50. 
3Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajawaliPers, 2010), 45. 
4Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1. 
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       Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara 

umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan 

Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh 

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau 

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, 

perwakilan, dan gadai. Dari definisi yang dikemukakan oleh tiga ulama tersebut 

dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup perikatan dan tindakan hukum secara 

mutlak, baik perikatan tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.5 

       Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh Hanafiah, 

yaitu keterkaitan antara pembicara salah seorang yang melakukan akad dengan yang 

lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.6 

2. Dasar Hukum 

a. Alquran 

       Landasan akad terdapat dalam Alquran QS. Al-Anfal :56 sebagai berikut: 

﴾٥٦الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِن ْهُمْ ثَُُّ ينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُلِ  مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَ ت َّقُونَ ﴿  
”(Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, 

sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka 

tidak takut (akibat-akibatnya)”7 

b. Hadis 

       Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Daud, Rasul 

bersabda 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ   سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
“Orang-orang muslim itu senantiasa terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) 

mereka”. Hadist ini menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji-janji apa 

saja dapat dibuat dan wajib untuk dipenuhi.8 

                                                             
5Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 111. 
6Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 44. 
7Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, cet.10 (Bandung: Diponegoro, 2006), 146. 
8Hadist Abu Daud 3120, diakses pada 8 Oktober 2018. 
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c. Ijma’ 

       Selain pada Alquran dan Hadis, dasar hukum akad yang lain adalah ijma’, 

yakni kesepakatan ulama dalam keabsahan akad. Manusia sebagai anggota 

masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang 

lain. Oleh karena itu, menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah akad 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya 

sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. 

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah akad ialah ikatan kata antara penjual dan 

pembeli yang disebut ijab kabul. Menjalankan akad belum dikatakan sah sebelum 

ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). 

Dengan demikian, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi 

kebutuhannya.9 

       Ulama telah sepakat bahwa akad merupakan tindakan hukum dua pihak 

karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu 

pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.10 

3. Rukun dan Syarat Perjanjian 

       Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu 

terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut untuk membentuknya.11 Untuk 

terbentuknya akad, maka diperhatikan unsur pembentukan akad. Hanya saja, 

dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur 

pembentuk rukun dan syarat akad. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, 

rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu: 

                                                             
9Muhammad Abdul Kadir, HukumPerjanjian (Bandung: Alumni, 1986), 78. 
10Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68. 
11Ibid., 95. 
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a. ‘A<qid atau orang yang berakad adalah orang atau persekutuan atau badan usaha 

yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, terkadang 

masing-masing pihak terdiri dari satu orang maupun lebih, yang harus 

memenuhi syarat sah terbentukanya akad, yaitu tamyiz dan cakap bertindak.12 

b. S>{higha<t al-‘aqd atau pernyataan kehendak para pihak adalah perbuatan yang 

menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang 

keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. 

Pengertian ijab kabul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain. Syarat yang 

harus dipenuhi dalam rukun ini yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan 

kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis akad. 

c. Ma’qu<d ‘alaih atau objek akad adalah benda-benda yang diakadkan yang 

memenuhi syarat yaitu objek itu dapat diserahkan, tertentu atau dapat 

ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. 

d. Mawdhu<’ al-‘aqd atau tujuan akad adalah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.13 

Syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini yaitu tidak bertentangan dengan 

syara’(dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia 

bukan ‘a<qid yang memiliki barang).14 

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib 

disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad adalah: 

 

                                                             
12Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 72. 
13Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 52. 
14Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 50. 
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a. Syarat adanya sebuah akad 

       Syarat adanya akad adalah sesuatu yang selalu ada agar keberadaan suatu 

akad diakui syara’, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat 

khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat 

umum ada tiga, yaitu Pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun 

akad. Kedua, akad itu bukan akad yang terlarang seperti mengandung unsur 

pertentangan, paksaan, penipuan dan penyamaran. Ketiga, akad tersebut harus 

bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan 

yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. 

b. Syarat sah akad 

       Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah 

tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang 

menyebabkan pertengkaran, adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap 

suatu barang, terdapat unsur tipuan, dan terdapat bahaya dalam pelaksanaan 

akad. 

c. Syarat berlakunya akad 

       Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang 

lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu adanya kepemilikan terhadap barang 

atau adanya otoritas untuk mengadakan akad baik secara langsung ataupun 

perwakilan dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. 
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d. Syarat adanya kekuatan hukum 

       Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak 

untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.15 

4. Macam-Macam Akad 

       Menurut ulama fiqih, akad dapat dibagi dari beberapa segi, apabila dilihat dari 

segi keabsahannya menurut syara’, maka akad dibagi dua, yaitu: 

a. Akad S}ah}i<h{, yaitu akad yang telah memenuhi unsur dan syarat yang telah 

ditetapkan oleh syara’. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad S}ah{i<h{ adalah akad 

yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya. 

b. Akad yang tidak S{ah{i<h{ yaitu akad yang terdapat kekurangan pada unsur dan 

syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. 

Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid 

termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid 

dan batal.16 

       Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak 

memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad 

hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang 

syara’. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara 

material pernah terjadi, yang oleh karenannya tidak mempunyai akibat hukum sama 

sekali.17 

       Adapun akad fasid adalah akad yang dilakukan oleh orang-oranag yang 

memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, 

                                                             
15Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 74. 
16Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 66.  
17Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)(Yogyakarta: UII Press, 2000), 

114. 
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tetapi padannya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara’. Dalam hal ini kedua belah 

pihak dapat meminta fasakh.  

       Menurut fuqaha mazhab Hanafi, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal 

dan rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi hanya dalam akad untuk 

memindahkan hak milik / akad kebendaan yang mengakibatkan kewajiban timbal 

balik antara pihak-pihak yang berakad. Adapaun akad bukan kebendaan, seperti 

perwakilan, perwalian dan sebagainya, demikian pula akad kebendaan yang tidak 

menimbulkan kewajiban timbal balik, seperti pinjam meminjam, titipan dan 

sebagainya; demikian pula tindakan-tindakan sepihak seperti wakaf, pengakuan dan 

sebagainya, tidak dibedakan antara yang batal dan yang rusak.18 

B. Perjanjian Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian 

       Dalam Praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara 

rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah 

merupakan pengertian yang berbeda. Burgerlijk Wetboekmenggunakan Istilah 

overeenkomst dan contractuntuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat 

disimak dari judul buku III titel Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan yang lahir dari 

Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “Van 

verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden”.19 

       Peter Mahmud Marzuki memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan 

istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian 

kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-American. Sistematika Buku III tentang 

Verbintenissenrecht (Hukum Perikatan) mengatur mengenai overeenkomst yang 

                                                             
18Ibid.,115-116. 
19Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2014), 13. 
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kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris contract. Di dalam konsep kontinental, 

penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum 

Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah 

harta kekayaan (Vermogen). Pengertian perjanjian ini mirip dengan contract pada 

konsep Anglo-American yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir 

Anglo-American, perjanjian yang bahasa Belanda-Nya overeenkomst dalam bahasa 

Inggris disebut agreement yang mempunyai pengertian lebih luas dari contract, 

karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk 

agreement yang berkaitan dengan bisnis disebut contract, sedangkan untuk yang 

tidak terkait dengan bisnis hanya disebut agreement.20 

       Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa pengertian antara kontrak dan 

perjanjian adalah sama. Hal ini disebabkan pada perspektif Burgerlijk Wetboek, di 

mana antara perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) mempunyai pengertian 

yang sama dengan kontrak (contract). Selain itu, dalam praktik kedua istilah 

tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misal: perjanjian waralaba, 

perjanjian kerja sama, kontrak kerjasama, kontrak kerja kontruksi. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini kedua istilah tersebut akan digunakan bersama-sama, hal ini 

bukan berarti menunjukkan adanya inkonsistensi penggunaan istilah, namum 

semata-mata untuk memudahkan pemahaman terhadap rangkaian kalimat yang 

disusun.21 

 

 

 

                                                             
20Ibid., 14-15. 
21Ibid., 15. 
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2. Dasar Hukum 

       Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian (atau disebut pula sebagai 

persetujuan) adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.22 Menurut Setiawan, rumusan Pasal 

1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya 

menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya 

perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan 

hukum.  

3. Syarat-Syarat Sah 

       Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang 

membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para 

pihak tersebut. Sah atau tidaknya suatu kontrak dapat dipastikan dengan 

mengujinya menggunakan instrument hukum yang terkonkritisasi dalam wujud 

syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam buku 

III KUH Perdata, yaitu:  

a. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. 

b. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH 

Perdata.23 

       Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang 

termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata : 

 

 

                                                             
22Evi Ariyani, Hukum Perjanjian (Yogyakarta: Ombak, 2013), 2. 
23Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, 
dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) (Bandung: Mandar Maju, 2016), 110. 
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a. Kesepakatan atau persetujuan para pihak; 

       Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian 

harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang 

diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satujuga dikehendaki oleh 

pihak yang lain. Selain itu juga diatur dalam pasal 1321 KUHP bahwa “Tidak 

sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau 

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. 

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian; 

       Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 

asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap 

menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata jo. 330 KUH Perdata yang 

dimaksud tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang 

belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang 

perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada 

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat 

perjanjian-perjanjian tertentu. 

c. Suatu hal tertentu; 

       Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis 

benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau 

sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat 

tidak diharuskan oleh Undang-Undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu 

untuk disebutkan.24 

 

 

                                                             
24Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), 26. 
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d. Suatu sebab yang halal; 

       Terkait dengan pengertian sebab yang halal beberapa sarjana mengajukan 

pemikirannya, antara lain H.F.A. Vollmardan Wirjono Prodjodikoro, yang 

memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari 

perjanjian. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian 

itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang 

saling dipertukarkan oleh para pihak.25 Menurut pasal 1337 KUH Perdata yang 

dimaksud suatu sebab adalah terlarang untuk membuat suatu perjanjian yaitu 

apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum. 

       Selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat lain yang 

mengatur sahnya suatu perjanjian diantaranya pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUH 

Perdata, yaitu sebagai berikut: 

a. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. 

b. Perjanjian mengikat sesuai kepatutan. 

c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan. 

d. Perjanjian harus sesuai dengan Undang-Undang (hanya terhadap yang bersifat 

hukum memaksa). 

e. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.26 

4. Macam-Macam Perjanjian 

       Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai macam. Dalam hukum perdata, 

suatu perjanjian terdapat berbagai macam, diantaranya adalah: 

 

 

                                                             
25Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian.., 194. 
26Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 185-186. 
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a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak 

       Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban 

pokok bagi kedua belah pihak, yang dibagi menjadi dua macam yaitu timbal 

balik tidak sempurna dan sepihak. 

1) Perjanjian timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi 

satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. 

2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada 

satu pihak dan hak kepada pihak yang lainnya. Pihak yang satu 

berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak 

lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Tipe perjanjian ini 

adalah perjanjian pinjam mengganti.27 

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban 

       Perjanjian percuma adalah suatu perjanjian dari pihak yang satu 

memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu 

manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, pada perjanjian ini hanya 

memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian atas beban adalah 

perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra 

prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut 

hukum. Kotra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain, ataupun pemenuhan 

suatu syarat berupa imbalan. 

c. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 

       Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri dan 

termasuk perjanjian khusus. Perjanjian ini diatur dan diberi nama oleh 

                                                             
27Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusun Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29. 
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pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

       Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempuyai nama 

tertentu dan jumlahya tidak terbatas serta nama disesuaikan dengan kebutuhan 

pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian 

pemasaran, perjanjian pengelolahan. Perjanjian tidak bernama tidak diatur 

dalam KUH Perdata. Lahirnya perjanjian ini didalam masyarakat berdasarkan 

atas asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.28 

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator 

       Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik 

dalam perjanjian jual beli. Perjanjian ini sebagai pelaksanaan perjanjian 

obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. 

Sejak adanya perjanjian maka timbullah hak dan kewajiban. 

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil 

       Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang diantara kedua belah pihak 

telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Perjanjian riil 

adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada 

penyerahan nyata atas barangnya.29 

 
C. Persaingan Usaha Tidak Sehat 

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Hukum Islam 

a. Pengertian 

       Persaingan usaha  menurut etimologi adalah suatu kegiatan bersaing atau 

bertanding diantara pengusaha atau pebisnis yang satu dengan pengusaha atau 

                                                             
28Ibid., 28. 
29 Ibid., 32. 
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pebisnis lainnya didalam memenangkan harga pasar dalam upaya melakukan 

penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi 

pemasaran yang diterapkan. Persaingan usaha terdiri dari persaingan usaha 

sehat dan persaingan usaha tidak sehat.30 

       Persaingan usaha sehat menurut terminologi yaitu persaingan pada struktur 

pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini merupakan struktur pasar yang 

akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa yang sangat 

tinggi efisiensinya.31 Secara umum, pasar persaingan usaha sehat mempunyai 

ciri identik barang yang diperjual belikan bersifat homogen dengan jumlah 

penjual dan pembeli yang sangat banyak sehingga tidak ada satupun penjual 

atau pembeli yang dapat mempengaruhi pasar secara sendiri karenanya, jika ada 

penjual yang menaikkan harga maka ia akan kehilangan pembeli, sedangkan jika 

ia menurunkan harga maka ia akan merugi.32 

       Persaingan usaha tidak sehat menurut etimologi adalah kondisi persaingan 

diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak adil.33 Persaingan usaha tidak 

sehat menurut terminologi adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.34 Persaingan usaha tidak sehat ketikadihubungkan dengan 

hukum Islam, palingtidak secara substansial persamaannya dapat dilihat dalam 

larangan melakukanpenimbunan harta (ih{tika<r) dan penetapan harga (tas’ir).  

                                                             
30 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2004), 371. 
31 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan UsahaTeori dan Praktiknya Di Indonesia, cet. 2 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2012), 10. 
32 Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 51. 
33 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan UsahaTeori dan Praktiknya Di Indonesia, cet. 2 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2012), 17. 
34 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, , 2004), 371. 
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       Ih{tika<r yaitu penimbunan barang dengan tujuan spekulasi agar 

mendapatkan keuntungan besar melebihi keuntungan normal atau ia menjual 

hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi di kemudian 

hari.35 Islam melarang persaingan tidak sehat dan menutup semua jalan yang 

menuju kearahnya. Islam tidak membenarkan monopoli. Barang dan jasa yang 

menjadi kebutuhan rakyat banyak tidak pernah dibenarkan untuk dimonopoli. 

Dengan demikian, kepentingan konsumen dan pekerja menjadi terlindungi dan 

ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi tak pernah dibiarkan.36 

Monopoli dalam praktek bisnis mencegah perdagangan bebas dan menghambat 

manusia untuk mendapatkan harga yang adil serta sesuai, maka jelas jika 

bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan 

di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang adil dan fair.37 

       Tujuan persaingan usaha dalam ekonomi Islam salah satunya yakni agar 

para pelaku pasar bisa berkompetitif. Kompetitif dalam hal ini yaitu dapat 

bersaing dan bertahan dalam dunia pasar.38 Etika bisnis yang dilakukan oleh 

Rasulullah saw, salah satunya tidak melakukan monopoli. Sedangkan keburukan 

sistem ekonomi kapitalis ialah membenarkan praktik monopoli dan oligopoli. 

Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan)individu tertentu atas 

hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungannya seperti barang 

tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, 

tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Cara seperti ini dilarang dalam 

Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:“Dari Abu Khidash dari 

                                                             
35Veithzal Rivai Zainal, Islamic Marketing Management  (Jakarta: Bumi Aksara, 2017),43. 
36Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 

2012), 358. 
37Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 148. 
38Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam(Yogyakarta: Ekonsia, 2003), 105. 
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seseorang muhajir sahabat Rasulullah, katanya: Aku pernah berperang bersama 

Nabi dan aku mendengar ia bersabda, “Umat islam itu berserikat dalam tiga hal, 

yaitu rumput, air, dan api” (HR. Abu Dawud).39 Bersumber dari Said bin al-

Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah saw. bersabda, 

“Tidaklah orang yang melakukan ih{tika<r itu kecuali ia berdosa”. (HR. Muslim, 

Ahmad, Abu Dawud).40 

b. Dasar Hukum 

1) Alquran 

       Landasan persaingan terdapat dalam Alquran berikut: 

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah:188 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ وَتدُْلُوا  ثُْ  وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ بِِاَ إِلََ الْْكَُّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِِلِْْ

﴾۱۸۸وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴿  

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.41 

2) Hadis 

       Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Umar bin 

Khatthab r.a: 

عُمَرَبنِْالْْطََّابقَِالَرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهٌعَلَيْهِوَسَلَّمَالْْاَلبُِمَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُمَلْعُونٌ   عَن ْ
Dari Umar bin Khatthab berkata Rasulullah Saw. bersabda, “Orang 

yang menawarkan barangnya untuk dijual akan memperoleh keberkahan 

rezeki, sedangkan orang yang melakukan monopoli, baginya laknat 

Allah Swt.” (H.R. Ibnu Majah)42 

 

                                                             
39Idri, Hadits Ekonomi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 186. 
40Adiwarman Aswar Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 30. 
41 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,... 23. 
42 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazhwaini, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar ElFikr, 1995), 678. 
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3) Ijma’ 

       Menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah diharamkan hanya pada makanan 

saja, selain makanan diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Malik dan 

Imam At-Tsauri monopoli yang diharamkan adalah pada semua jenis 

barang yang bisa merugikan masyarakat, khususnya pada barang-barang 

yang menjadi kebutuhan umum masyarakat , seperti makanan pokok, cabe, 

bawang, bahan bakar.43 

c. Macam-macam Persaingan Usaha Tidak Sehat 

       Konsep persaingan bisnis secara syariah adalah persaingan yang 

menganjurkan para pebisnis untuk bersaing secara positif dengan memberikan 

kontribusi yang baik dari bisnisnya bukan untuk menjatuhkan pebisnis lainnya 

dan menganjurkan pebisnis untuk tidak merugikan dan memudharatan pebisnis 

lainnya. Ada beberapa persaingan bisnis yang dilarang dalam Islam, yaitu: 

1) Melakukan penipuan 

       Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu 

penipuan harga dari sebuah produk sebenarnya dengan maksud mengelabui 

pembeli dan penipuan dari penyerahan barang yaitu tidak menepati janjinya. 

2) Menggunakan combe 

Combe merupakan kawan dari penjual agar berpura-pura melakukan 

penawaran dengan harga tinggi sehingga orang lain tertarik untuk 

menawarnya. 

 

                                                             
43Ahmad Zain An-Najah, “Tentang Hukum Monopoli Dalam Islam”, dalam 

https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/463/hukum -monopoli-dalam-islam/, diakses pada tanggal 9 

Oktober 2018. 
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3) Pemberian harga diatas harga pasar 

Pemberian harga diatas harga pasar akan menimbulkan distrosi 

perekonomian. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. 

Kelebihan ini tidak akan diserap oleh konsumen disebabkan harga terlalu 

tiggi. Para pedagang yang memberikan harga diatas harga pasar dikarenakan 

ketidaktahuan konsumen dengan harga sebenarnya.44 

4) Pemberian harga dibawah harga pasar 

       Pemberian harga dibawah harga pasar akan menimbulkan distrosi 

perekonomian. Hal ini akan menyebabkan banyaknya permintaan sebab 

konsumen membeli harga lebih murah dari yang seharusnya. Untuk 

mendapatkan konsumen yang banyak maka para pedagang rela memberikan 

harga dibawah harga pasar. 

5) Penetapan harga 

       Penetapan harga atau tas’ir yaitu penetapan harga standar pasar yang 

ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasi secara 

paksa kepada masyarakat dalam jual beli. Tas’ir merupakan salah satu 

praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah atau yag 

memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk 

menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah 

menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan 

menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan 

kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya 

mekanisme pasar yang sehat. 

                                                             
44 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), 15. 
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6) Monopoli 

       Monopoli atau ih{tika<r ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam 

masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan 

keuntungan besarpun diperoleh. Rasulullah saw. melarang keras perilaku 

bisnis semacam ini. 45 

d. Persaingan yang diperbolehkan 

       Di dalam Islam, terdapat persaingan yang diperbolehkan yaitu persaingan 

yang tidak menghilangkan prinsip syariat yang didalamnya mengandung unsur-

unsur yang telah ditetapkan sesuai hukum Islam. Persaingan usaha yang 

diperbolehkan dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip syariat 

diantaranyasikap saling jujur, tidak mengucapkan sumpah palsu, saling ramah 

tamah, tidak mencela bisnis antara satu pesaing bisnis dengan pesaing yang 

lain, tidak merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial, barang yang 

dijual suci dan halal, serta bersih dari unsur riba.46 

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Hukum Positif 

a. Pengertian 

       Dalam  pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan 

persiangan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

                                                             
45Ibid., 17. 
46Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Bisnis Islam” (Artikel Fokus Ekonomi--Universitas Stikubank, 

2010), 57. 
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dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha.47 

       UU No. 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 

1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur 

2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum 

3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan diantara pelaku usaha.48 

b. Dasar hukum 

       Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mencegah adanya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mengeluarkan UU No. 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

c. Macam-macam 

       Secara substansial, ada tiga bentuk larangan di dalam UU No. 5 Tahun 

1999, yaitu : 

1) Perjanjian yang dilarang. Sebagaimana yang terdapat di dalam Bab III dari 

pasal 4 sampai pasal 16, terdiri dari: 

a) Pasal 4 mengenai praktek oligopoli 

b) Pasal 5 sampai 8 mengenai penetapan harga 

c) Pasal 9 mengenai pembagian wilayah 

d) Pasal 10 mengenai pemboikotan 

e) Pasal 11 mengenai kartel 

                                                             
47 Hermansyah, Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 4. 
48 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan UsahaTeori dan Praktiknya di Indonesia, cet. 2 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2012), 17. 
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f) Pasal 12 mengenai trust 

g) Pasal 13 mengenai oligopsoni 

h) Pasal 14 mengenai integrasi vertikal 

i) Pasal 15 mengenai perjanjian tertutup 

j) Pasal 16 mengenai perjanjian dengan pihak Luar Negeri 

2) Kegiatan yang dilarang terdapat pada Bab IV yang rinciannya dimuat dari 

pasal 17 sampai pasal 24, terdiri dari: 

a) Pasal 17 mengenai monopoli 

b) Pasal 18 mengenai monopsoni 

c) Pasal 19 sampai 21 mengenai penguasaan pasar 

d) Pasal 22 sampai 24 mengenai persekongkolan 

3) Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan terdapat di dalam Bab V 

dari pasal 25 sampai pasal 29, terdiri dari: 

a) Pasal 25 mengenai ketentuan umum posisi dominan 

b) Pasal 26 mengenai jabatan rangkap 

c) Pasal 27 mengenai pemilikan saham 

d) Pasal 28 dan 29 mengenai penggabungan, peleburan, dan 

pengambilalihan49 

       Dalam UU No 5 Tahun 1999 pasal 1 angka17 dijelaskan bahwa perjanjian 

adalah suatuperbuatan satu atau lebih pelaku usaha mengikatkan diri terhadap 

satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun 

tidak tertulis. Adapun perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku 

usaha terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut : 

1) Praktek oligopoli. 

                                                             
49Ahmad Yani, Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 

104. 
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       Menurut pasal 4 yaitu (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan 

penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara 

bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran 

barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) 

atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 

dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 

jasa tertentu. 

 

2) Penetapan harga. 

Menurut pasal 5 yaitu (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu 

barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan 

pada pasar bersangkutan yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang 

dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang 

didasarkan undang-undang yang berlaku. 

 

3) Pembagian wilayah.  

Menurut pasal 9 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi 

wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. 

 

4) Pemboikotan. 

Menurut pasal 10 yaitu (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, 

dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha 

lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam 

negeri maupun pasar luar negeri. (2) Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual 

setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan 

tersebut: a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha 

lain; atau b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli 

setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. 

 

5) Kartel. 

       Menurut pasal 11 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, 

dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi 

harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan 

atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. 
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6) Trust. 

Menurut pasal 12 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan 

membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, 

dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup 

masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan 

untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau 

jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan 

atau persaingan usaha tidak sehat. 

 

7) Oligopsoni. 

Menurut pasal 13 yaitu (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama 

menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 

mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar 

bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga 

atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau 

penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 

(dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 

lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang 

atau jasa tertentu. 

 

8) Integrasi vertical. 

Menurut pasal 14 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi 

sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan 

atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil 

pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung 

maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. 

 

9) Perjanjian tertutup. 

Menurut pasal 15 yaitu (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 

menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak 

memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu 

dan atau pada tempat tertentu. (2) Pelaku usaha dilarang membuat 

perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak 

yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli 

barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. (3) Pelaku usaha 

dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga 

tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa 

pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha 

pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari 
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pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa 

yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari 

pelaku usaha pemasok. 

 

10) Perjanjian dengan pihak luar negeri. 

Menurut pasal 16 yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

       Adapun kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dumping, 

manipulasi biaya produksi dan persekongkolan. Perbedaan antara kegiatan yang 

dilarang dengan perjanjian yang dilarang terletak pada jumlah pelakuusaha. 

Dalam perjanjian yang dilarang paling tidak ada dua pihak pelaku usaha, 

karenasuatu perjanjian menghendaki sedikitnya dua subjek hukum. Sementara 

dalam kegiatan yang dilarang tidak tertutup untuk dilakukan oleh satu pelaku 

usaha.50 

d. Persaingan yang tidak dilarang 

       Kendati UU No. 5 Tahun 1999 melarang dengan jelas praktek monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat, namun undang-undang ini memberi 

pengecualian kepada setidaknya dua bentuk usaha yang mirip-mirip monopoli. 

Pertama, Bisnis Franchise (waralaba). Kedua, adalah Hak milik intelektual. 

Misalnya hak paten. Jelas bahwa pemegang hak paten memiliki kekuasaan 

monopoli terhadap produk yang dipatenkan. Ia dapat dengan bebas mengatur 

dan mendikte pasar, tanpa ada barang lain sebagai substitusinya.51 

 

                                                             
50Ibid., 38. 
51Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat (Bandung: Citra Adytia Bakti, 

2004), 15. 
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BAB III 

PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN JASA OJEK DI TERMINAL 

PURABAYA SIDOARJO  

A. Gambaran Umum Terminal Purabaya Sidoarjo 

 

1. Profil Terminal Purabaya 

       Terminal Purabaya merupakan pengembangan dari Terminal Joyoboyo yang 

kapasitasnya sudah tidak memadai serta berada dipusat kota yang tidak 

memungkinkan dilakukan pengembangan. Pembangunan terminal Type A 

Purabaya sudah direncanakan sejak tahun 1982 berdasarkan surat Persetujuan 

Gubernur Jawa Timur namun baru dapat dilaksanakan pembangunan pada 1989 

serta diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan RI pada tahun 

1991. Lokasi pembangunan terminal Purabaya berada di desa Bungurasih 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas ± 12 Ha.1 Dipilihnya lokasi 

tersebut karena mempunyai akses yang sangat baik dan strategis sebagai pintu 

masuk ke kota Surabaya serta berada pada jalur keluar kota Surabaya arah timur 

selatan dan barat. Walaupun lokasi terminal Purabaya berada di Kabupaten 

Sidoarjo namun pengelolaan terminal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Hal tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Surabaya.    

Saat ini Terminal Purabaya kini berubah wajah. Wajah terminal di Jalan 

Letjen Sutoyo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, ini memberi nuansa berkelas, modern 

dan bersih seperti di bandara. Terminal Purabaya ini melayani rute dengan tujuan 

Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). 

Perubahan besar itu menonjolkan fasilitas. Baik fasilitas ruang tunggu di lantai 

                                                             
1 Fadli (Kanit Terminal), Wawancara, Surabaya, 11 Juli 2018. 
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satu dan dua. Bila sebelumnya di pinggir-pinggir ruang tunggu ada toko makanan 

berderet-deret, kini toko-toko tersebut ditiadakan. Terminal tersibuk di Asia 

Tenggara ini, juga menyediakan tangga berjalan. Dan tentu saja petugas terminal 

selalu bersiaga untuk memberikan pelayanan bagi penumpang. Dengan kondisi 

ruangan yang cukup besar dan megah serta deretan kursi berjajar rapi membuat 

terminal ini berbeda dengan terminal kebanyakan yang memiliki kesan kumuh. 

Menurut Koordinator Bidang Keamanan dan Ketertiban Terminal Purabaya, 

terminal ini telah beberapa kali mengalami renovasi, dan terakhir terjadi pada 

tahun 2018. Sekarang Terminal Purabaya memiliki julukan terminal yang 

memiliki tampilan seperti halnya bandara. Terdapat ruang tunggu yang nyaman 

dibagian atas bangunan. Penumpang yang akan menuju bus harus melewati 

jembatan yang berada di atas jalan lewat bus kemudian turun menyesuaikan 

petunjuk jurusan bus yang telah tertera secara lengkap. Penumpang bisa berjalan 

dengan santai melewati lorong-lorong berdinding kaca sambil menikmati kondisi 

kepadatan bagian kanan dan kiri bawah terminal yang dapat terlihat dengan jelas. 

Lorong tersebut berjarak kurang lebih 20 meter dan memisahkan bangunan utama 

terminal dengan jalur bus.  Di Terminal Purabaya, terdapat macam-macam jasa 

angkutan, tidak hanya bus antar Kota antar Provinsi  tetapi juga terdapat 

angkutan kota berupa lyn, taksi, becak, dan ojek yang difungsikan untuk 

memudahkan penumpang sampai di tempat yang dituju. Jumlah kendaraan 

angkutan tersebut cukup banyak sehingga perlu diatur penempatan dan jalur nya 

agar tidak mengganggu lalu lintas bus yang menjadi angkutan utama. Taksi dan 

lyn ditempatkan di sisi utara bangunan utama terminal, becak ditempatkan diluar 

area terminal dan ojek ditempatkan di beberapa ruang terminal yang kosong atau 

ruang yang bukan menjadi jalur lalu lintas bus. 
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2. Visi, Misi dan Motto Terminal Purabaya 

a. Motto 

“ Purabayaku Aman dan Nyaman” 

b. Visi 

Menuju Terminal Purabaya dengan pelayanan berkualitas dan handal. 

c. Misi 

1) Meningkatkan mutu pelayanan meliputi kebersihan, kenyamanan, 

keindahan, ketertiban dan keamanan. 

2) Memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat dipercaya. 

3) Meningkatkankompetisi SDM guna mendukung terciptanya pelayanan 

yang berkualitas 

4) Meningkatkan PAD dari retribusi terminal. 

5) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. 

6) Melakukan kontrol dan evaluasi secara terus menerus untuk peningkatkan 

kinerja pelayanan terminal.2 

3. Struktur Organisasi Terminal Purabaya 

Struktur organisasi merupakan bagan penanggung jawab secara umum 

petugas-petugas yang berwenang dalam sebuah lembaga. Seperti halnya badan 

atau lembaga lainnya, dalam melaksanakan tugas pokok, dibawah ini struktur 

organisasi yang ada di terminal Purabaya: 

 

 

                                                             
2Humas Terminal Purabaya, “Tentang Terminal Purabaya”, dalam 

https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/, diakses pada 11 Juli 2018. 

https://purabayabusterminal.wordpress.com/profil/,
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Tabel 3.1: Struktur Organisasi3 

 

 

 

 

 

 

Dari data diatas koordinator keamanan dan ketertiban merupakan satu 

naungan dengan dinas perhubungan terminal Purabaya. Hal ini bisa dilihat pada 

pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2008 (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah) UPTD mempunyai tugas dinas dibidang terminal khususnya 

operasional pengelolaan terminal.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5, UPTD mempunyai fungsi salah satunya “Pelaksanaan 

penertiban dan pengamanandi dalam terminal dan pangkalan” sehingga jika 

terdapat jasa angkutbarang yang tidak tertib atau mengganggu keamanan 

penumpang bisa melaporkan kepada dinas perhubungan terminal Purabaya. 

B. Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Ojek 

1. Kronologi Perjanjian 

Terminal Purabaya telah beroprasi sejak tahun 1991. Dengan jumlah 

penumpang bus yang semakin lama semakin meningkat. Data pada tahun 2018 

menyebutkan bahwa saat ini bus yang beroprasi sebanyak 1.150 armada dengan 

jumlah penumpang mencapai 34.900 setiap harinya. Penumpang tersebut tidak 

                                                             
3Fadli (Kanit Terminal), Wawancara, Surabaya,11 Juli 2018. 

Korbid Tata Tertib 

Bajoe Irawan 

Korbid Pendapatan 

Abdul Rohim, SE. 

Ka. Sub Unit Terminal 

Purabaya 

Imam Hidajat, SH., MM. 

Ka. UPTDTerminal 

Drs. Inderagani, MM. 

Korbid Keamanan & 

Ketertiban 

Yazid Firmansyah, 

S.Sos. 
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hanya berasal dari sekitar Terminal Purabaya (kecamatan Waru) namun juga 

banyak berasal dari luar kecamatan Waru bahkan luar kabupaten Sidoarjo, seperti 

Kota Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Terdapat fasilitas parkir yang 

tidak hanya disediakan oleh Dishub namun juga disediakan oleh warga sekitar, 

hanya saja sebagian besar dari penumpang enggan membawa kendaraan pribadi 

karena harus berjalan lumayan jauh untuk memarkir kendaraan terlebih dahulu.  

Selaras dengan hal itu mengingat Terminal Purabaya merupakan terminal 

besar dengan luas 12 Ha, maka setelah turun dari bus para penumpang 

membutuhkan angkutan menuju tempat yang akan mereka datangi tanpa harus 

berjalan keluar menuju jalan raya A. Yani atau Letjend Sutoyo yang berjarak 

cukup jauh, yakni sekitar 1-2 Km..  Hal tersebut membuat sebagian warga 

berinisiatif untuk memberikan layanan berupa jasa ojek. Mereka memiliki 

perkumpulan berupa paguyupan Ojek Pangkalan. Sebagian besar pengemudi ojek 

pangkalan merupakan warga sekitar. Menurut ketua paguyupan Ojek Pangkalan 

terminal Purabaya, pengemudi ojek pangkalan berumur antara 40-55 tahun. 

Mereka menjadikan ojek pengkalan sebagai mata pencaharian utama mengingat 

usia dan pendidikan mereka yang  terbatas. Pengemudi ojek pangkalan di 

terminal Purabaya telah terdaftar secara tertulis dalam data paguyupan ojek 

pengkalan tersebut, sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi ojek 

pangkalan dan mengambil penumpang di terminal Purabaya.  

Ojek pangkalan sendiri beroprasi 24 jam dengan sistem pembagian 2 shift. 

Mereka dikelompokkan dalam beberapa titik agar mudah menjangkau 

penumpang. Sayangnya karena dianggap mendominasi dan menguasai area 

terminal Purabaya, mereka membuat tarif ojek sesuai dengan kehendak mereka 

sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat konsumen atau penumpang. Tarif 
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yang dikenakan tersebut antara Rp. 30.000 - Rp. 50.000 tergantung dari jarak 

yang di tempuh. Misalnya apabila penumpang ojek pangkalan ingin menuju UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang berjarak sekitar  5 Km, penumpang tersebut harus 

membayar Rp. 35.000 – Rp. 40.000. Tarif tersebut terlihat sangat mahal. Salah 

satu penumpang mengatakan bahwa lebih mahal membayar jasa ojek daripada 

membayar retribusi bus padahal bus menempuh jarak lebih jauh.4 Banyak dari 

penumpang merasa keberatan dan terpaksa  menggunakan jasa ojek pangkalan 

tersebut karena memang membutuhkan. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu, ojek online yang mulai populer 

dan dilirik keberadaannya mulai tahun 2014, menjadi alternatif bagi penumpang 

yang membutuhkan jasa angkut dengan tarif lebih ekonomis. Mereka memesan 

melalui aplikasi yang tersambung internet dengan memasukkan data diri, lokasi 

keberadaan dan tujuan lokasi. Setelah memasukkan data, maka akan muncul 

nominal harga yang tentunya jauh dibawah tarif ojek pangkalan. Ojek online 

yang dimaksud ialah Grab dan Go-Jek yang merupakan nama brand perusahaan 

jasa ojek yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia. 

Selain pertimbangan efisiensi waktu, perbedaan tarif menjadi dasar utama ojek 

online lebih diminati daripada ojek pangkalan. 5 

Semenjak adanya ojek online tersebut, para pengemudi ojek pangkalan 

mengeluhkan penurunan pendapatan yang didapat. Mereka mengaku bahwa 

terkadang mereka bahkan tidak mendapat penumpang sama sekali, dimana hal 

tersebut berarti mereka tidak mendapatkan pemasukan pada hari itu. Hal itu 

dirasa sangat merugikan pengemudi ojek pangkalan mengingat seperti dijelaskan 

                                                             
4Dwi Siswoyo (Ojek Pangkalan), Wawancara, Surabaya, 28 Agustus 2018. 
5Laila (Penumpang Online), Wawancara, Surabaya, 26 September 2018. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 

 

 
 

sebelumnya bahwa sebagian besar dari pengemudi ojek pangkalan menjadikan 

ojek pangkalan sebagai mata pencaharian utama.  

Ojek online sendiri mulai beroprasi dan masuk ke terminal Purabaya sejak 

tahun 2015. Mereka dengan leluasa menjemput penumpang di dekat tempat 

penurunan penumpang bus. Hal tersebut membuat penumpang nyaman dan tidak 

perlu berjalan jauh untuk mendapatkan layanan angkutan. Tarif yang 

dikenakanpun sudah pasti dan tidak berubah serta ekonomis, terkadang pula 

banyak diberikan diskon melaui voucher sehingga membuat penumpang semakin 

tertarik menggunakan layanan ojek online ini. 

Hal tersebut terus berlanjut sampai pertengahan tahun 2016, dan akhirnya 

pada akhir tahun 2016 pengemudi ojek pangkalan mulai menunjukkan rasa 

keberatan atas adanya ojek online yang semakin lama membuat penumpang ojek 

pangkalan semakin sedikit. Tindakan itu dimulai dari peringatan lisan dan 

bentakan hingga pencegatan pengemudi ojek online oleh beberapa pengemudi 

ojek pangkalan.6 Mereka menyita atribut yang biasa dipakai oleh pengemudi ojek 

online. Selain itu mereka juga melarang pengemudi ojek online masuk ke area 

terminal Purabaya untuk menjemput penumpang. Kejadian itu berlanjut sampai 

pertengahan tahun 2017. Konflik antara ojek pengkalan dengan ojek online 

semakin lama semakin besar karena beberapa ojek online tidak terima dengan 

aksi penyitaan atribut tersebut. Mereka berusaha melawan tindakan itu karena 

berpendapat bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Beberapa pengemudi ojek 

pangkalan dan ojek online sempat bertikai dan membuat kondisi pintu keluar bus 

terminal Purabaya ramai. Mendengar adanya pertikaian kembali,  yang membuat 

                                                             
6Noer Joko (Intelkam Polsek Waru), Wawancara, Surabaya,19 Juli 2018. 
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terminal Purabaya kurang kondusif,  Kepala polisi sektor Waru mendatangkan 

beberapa personil kepolisian untuk menengahi pertikain tersebut.   

Setelah aksi pemisahan itu, para pengemudi ojek pangkalan dan pengemudi 

ojek online diminta untuk kembali ke tempat masing-masing dan diperingatkan 

untuk tidak membuat keributan kembali. Namun konflik tersebut tidak 

sepenuhnya padam. Kejadian pertikaian masih terus terulang meskipun tidak 

sampai terjadi kekerasan fisik. Pengemudi ojek online tetap berani menjemput 

penumpang di area terminal Purabaya, hal ini membuat para pengemudi ojek 

pangkalan geram. Mereka menganggap bahwa peringatan yang diberikan melalui 

penyitaan atribut diabaikan oleh pengemudi ojek online. Dari hasil wawancara, 

pengemudi ojek online yang masuk ke area terminal Purabaya tersebut, 

merupakan pengemudi baru yang tidak mengetahui adanya aturan tidak tertulis 

itu. 

Menimbang hal tersebut maka kepala kepolisian sektor Waru pada tanggal 3 

Mei 2017, berlokasi di kantor polisi sektor Waru, membuat Berita Acara Hasil 

Kesepakatan yang mendatangkan beberapa perwakilan dari pengemudi ojek 

pangkalan, ojek online, lyn H-1, taksi konvensional, Dishub Kab. Sidoarjo, UPTD 

Terminal Purabaya dan DPC SPTI Sidoarjo. Berita Acara Hasil Kesepakatan 

tersebut diharapkan menjadi peraturan tertulis dan mengikat agar diketahui oleh 

anggota layanan angkutan yang beroprasi di terminal Purabaya sehingga konflik 

dapat teredam dengan adanya aturan yang berasal dari kesepakatan tersebut. 

Pada kenyataannya, konflik antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek 

online tersebut tidak kunjung selesai. Mereka membuat aksi unjuk rasa yang 

membuat sepanjang jalan pintu masuk dan keluar bus macet total. Hal itu 

kemungkinan besar dikarenakan tidak ada petugas yang mengawasi jalannya 
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perjanjian. Selain itu kesepakatan sebelumnya dianggap kurang rinci dalam 

pembagian daerah pemasaran penjemputan serta tidak ada kejelasan hukuman 

yang diberikan,  maka kepala polisi sektor Waru mengadakan kembali pertemuan 

mediasi bersama dengan perwakilan yang bersangkutan untuk menyepakati hal 

tersebut. Pertemuan itu terjadi di Halte PT. Gudang Garam jalan Raya Letjen 

Sutoyo pada tanggal 21 Februari 2018. Karena keterbatasan waktu dan tempat, 

maka belum dihasilkan perjanjian yang rinci sehingga diagendakan kembali untuk 

pertemuan selanjutnya yang diharapkan menjadi pertemuan terakhir dari proses 

pembuatan perjanjian mediasi. 

Gambar 3.1: Konflik Antara Ojek Online dan Ojek Konvensional Terkait 

Daerah Pemetaan Pemasaran7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan selanjutnya berlangsung di salah satu warung kopi yang berlokasi 

di daerah Kletek Sidoarjo. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 23 April 

2018. Yang menjadi perwakilan dari kepolisian ialah Intelkam Polisi Resort 

Sidoarjo (Adi Maret), Intelkam Polisi Sektor Waru (Noer Joko). Sedangkan dari 

Satgas Lyn H-1 adalah Frengky, Herman, Heri dan Sujak. Perwakilan dari 

                                                             
7Suparno, “Tentang Demo Ojek”, dalam 

https://beritajatim.com/Fekonom/demo_di_depan_bungurasih_ojek_online__sopir_angkot_nyaris_bentrok.htm

l, diakses pada 19 Juli 2018. 

https://beritajatim.com/
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paguyupan koperasi ojek pangkalan ialah Budi Santoso. Serta yang menjadi 

perwakilan dari pengemudi ojek online adalah Tito Ahmad, Iqbal Ginanjar, Arif 

Kurniawan, Richo, Asmuin, Petrus, Haikal, Hadi, Suwardi, dan Mahmudi. 

Sebenarnya pertemuan untuk membuat perjanjian baik tertulis maupun tidak 

tertulis tidak hanya dilakukan seperti uraian di atas, mereka sering sekali 

membuat pertemuan yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan, baik dengan 

jumlah masa yang sedikit maupun banyak. Mereka juga sering mengundang 

warga sekitar dan perwakilan kepolisian untuk meminta jalan tengah 

penyelesaian masalah  agar tidak terjadi monopoli area pemasaran ojek. 

Gambar 3.2: Salah Satu Pertemuan Penyelesaian Konflik8 

 

 

 

 

 

 

2. Isi Perjanjian 

Perjanjian pertama dilakukan pada tanggal 25 Agustus dengan hasil yang 

menyatakan bahwa ojek online (dalam hal ini Go-Jek)  tidak diperkenankan 

menurunkan penumpang di area terminal Purabaya dan mengambil penumpang di 

depan terminal Purabaya, apabila terjadi pelanggaran maka akan dilaporkan pada 

satuan petugas dari Go-Jek itu sendiri. Karena dianggap tidak dijalankan dengan 

                                                             
8Ahmad ZaimulHaq, “Tentang Perdamaian Ojek”, 

dalamhttps://Tribunjatim.com/Surabaya/Konflik/antar/sopir/ojek/online/dan/sopir/ojek/bungur/berujung/dikant

or/kepolisian/waru.html, diakses  pada 19 Juli 2018. 

https://tribunjatim.com/Surabaya/Konflik/antar
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baik, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2017 di Polsek Waru, dibuat kembali 

perjanjian tertulis yang dirupakan Berita Acara Kepolisian yang dianggap 

memiliki kekuatan hukum  lebih mengikat, dengan isi sebagai berikut: 

(1) R2 dan R4 online tidak boleh mangkal di sekitar Terminal Purabaya, 

tidak boleh mengambil penumpang di dalam Terminal Purabaya dan 

harus mempunyai aplikasi (HP/Android) serta R2 dan R4 online 

diperbolehkanmengantar penumpang sampai ke dalam Terminal 

Purabaya.  

(2) Dishub akan memasang rambu-rambu lalu lintas di depan PT. Gudang 

Garam dan pertigaan Medaeng serta akan membuat spanduk himbauan 

di sekitar Terminal Purabaya.  

(3) Akan dibentuk Satgas gabungan (Polri, TNI, Dishub, Perwakilan 

Koordinator Angkot dan Perwakilan Koordinator Angkutan Online) 

untuk saling mengawasi. 

(4) Taksi Online harus memakai tanda sticker. 

(5) Titik penjemputan baik R2 dan R4 online boleh di Halte depan  PT. 

Gudang Garam. 

(6) Angkutan online tidak boleh mangkal di sepanjang jalan Letjend 

Sutoyo.9 

 

Gambar 3.3 Perjanjian berupa Berita Acara Hasil Kesepakatan tanggal 3 Mei 

201710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Berita Acara Kepolisian Polsek Waru Sidoarjo, 3 Mei 2017. 
10 Dokumen Kepolisian  Sektor Waru Sidoarjo. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 

 

 
 

 

 

 

Perjanjian kedua dilakukan pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di 

halte PT Gudang Garam Jalan Raya Letjen Sutoyo Sidoajo, dengan isi sebagai 

berikut: 

(1) Pemindahan titik penjemputan dari hasil pertemuan antara pihak Lyn 

H-1 dan warga sekitar 

(2) Akan dilakukan penilangan pada mobil yang parkir ditanda Larangan 

Parkir 
 

       Pertemuan terakhir yang dilakukan terjadi pada tanggal 23 April 2018. Dari 

pertemuan yang dilakukan disepakati beberapa hal yang di bentuk dalam suatu 

perjanjian tertulis yaitu: 

(1) Titik jemput oleh ojek online berada tetap di depan Halte PT.Gudang 

Garam Jalan Raya Letjen Sutoyo Sidoajo, dan akan ada penambahan 

titik di seberang halte agar penjemputan menjadi dua arah yaitu ke arah 

Waru dan arah Sepanjang untuk menghindari pengemudi putar balik; 

(2) Dianggap melanggar apabila pengemudi online melakukan kegiatan 

penjemputan di luar halte PT.Gudang Garam Jalan Raya Letjen Sutoyo 

Sidoajo atau sepanjang jalan Raya Letjen Sutoyo;  

(3) Pengurus Lyn H-1 membentuk satuan petugas (satgas) yang boleh 

menindak, dengan catatan harus berkoordinasi dengan koordinator 

perwakilan pengemudi ojek online. Nama - nama satgas H-1 adalah 

Frengky, Herman, Heri dan Sujak. Satgas akan menggunakan ID card 

dilengkapi dengan nama dan foto, selain satgas H-1 tidak diperbolehkan 

melakukan tindakan dan memberi sanksi. Tindakan atau sanksi yang 

diberlakukan yaitu (a) pelanggaran pertama akan didata dan diarahkan 

untuk melakukan penjemputan di halte PT. Gudang Garam Jalan Raya 

Letjen Sutoyo Sidoajo; (b) pelanggaran kedua, berupa tindakan 

penggembosan ban depan 

(4) Pembentukan Whatsapp Group satgas Bungurasih. Pembentukan grup 

tersebut untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan mengetahui 

perkembangan mengenai area Bungurasih. Adapun pihak yang ada di 

dalamnya adalah: (a) 4 orang satgas H-1; (b) 4 orang satgas perwakilan 

pengemudi ojek online; (c) 1 anggota kepolisian wilayah Sidoarjo. 

Fungsi dari grup whatsapp adalah (a) untuk laporan update atau 

perkembangan mengenai keadaan sekitar area Bungurasih; (b) 

melaporkan setiap kronologi kejadian dengan catatan tanpa ada 
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tindakan kekerasan fisik, tindakan sepihak dan tindakan atau sanksi 

barang maupun uang.11 

 

C. Penerapan Pengawasan Praktek Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Ojek 

Di Terminal Purabaya Sidoarjo 

       Awalnya proses pengawasan dilakukan oleh internal ojek online sendiri, namun 

setelah berjalannya waktu, pengawasan tersebut dinilai kurang efektif dan dianggap 

memihak. Masih banyak ojek online yang masuk dan mengambil penumpang di area 

terminal Purabaya. Hal tersebut membuat pengemudi ojek pangkalan merasa 

dirugikan. Sebenarnya paguyuban ojek pangkalan sendiri telah melakukan pertemuan 

membahas strategi agar ojek pangkalan tidak kalah bersaing dengan ojek online, 

seperti rencana penurunan tarif dan keramahan pengemudi ojek pangkalan dalam 

melayani penumpang. Namun hal tersebut tidak berdampak besar pada kembalinya 

pemasukan yang dulu dapat mereka kantongi karena tetap saja kebanyakan 

penumpang lebih memilih ojek online karena dianggap lebih murah dan praktis. 

       Dulu memang sebelum ada titik temu ya seperti yang saya bilang tadi yang 

rencana saya itu, jadi kelihatan kurang menghormati yang disitu (ada ojek 

pangkalan), kan disitu juga ada pangkalan ojek-ojek orang kampung dan taksi, 

makanya kita bentuk jadi ini musyawarah dulu semua di Mapolsek yang 

ditengahi oleh Pak Noer Joko selaku Intelkam Polsek Waru. Yang waktu itu 

intinya dibentuklah kesepakatan disini, jadi kita mengaturnya dari semua 

sepanjang Jl. Letjend Sutoyo ini ke Bungurasih. Nah, dari pihak ojek online titik 

jemput disini.12 

 

Usulan selanjutnya disepakati bahwa yang menjadi satuan petugas pengawas 

berasal dari anggota kepolisian dan TNI, namun masih saja dianggap kurang efektif 

karena jumlah pengemudi ojek online yang banyak. Sehingga pada pertemuan 

terakhir pada tanggal 23 April 2018 di sepakati bahwa satuan petugas tidak boleh 

murni berasal dari ojek pangkalan maupun ojek online. Dari hasil pertemuan 

                                                             
11Noer Joko (Intelkam Polsek Waru),Wawancara. Sidoarjo, 23 April 2018. 
12Frengky (Pengawas Ojek), Wawancara, Surabaya, 19 Juli 2018. 
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disepakati lah bahwa yang menjadi petugas pengawas ialah berasal dari anggota Lyn 

H-1 yang berjumlah 4 orang dengan pengawasan langsung intelkam polisi sektor 

Waru. Mereka bertugas mengawasi pengemudi ojek online agar tidak masuk ke 

wilayah terminal Purabaya dan mengambil penumpang ojek pangkalan. Selain itu 

apabila ada pengemudi ojek online yang masuk ke area terminal Purabaya dan disita 

atributnya oleh salah satu anggota ojek pangkalan, maka Satgas bertugas untuk 

memberikan peringatan kepada pengemudi ojek online yang melanggar hal tersebut 

dan mengambilkan kembali atribut mereka yang telah disita oleh pengemudi ojek 

pangkalan. Pengemudi yang telah melanggar akan dilaporkan kepada koordinator 

ojek online dan akan mendapatkan penjelasan serta peringatan terkait adanya 

larangan tersebut.  

       Sebenarnya adanya aturan tersebut menurut beberapa pengemudi ojek online 

sedikit merugikan mereka, pasalnya mereka tidak bisa mengantar dan menjemput 

penumpang sampai ke dalam Terminal. Hal tersebut membuat pelanggan sering kali 

protes dan membatalkan pesanan ketika dikonfirmasi bahwa mereka harus berjalan 

menuju pintu keluar bus di depan Halte PT. Gurang Garam yang jaraknya cukup 

jauh. Para pengemudi ojek online ini berpendapat bahwa hal tersebut merupakan 

tindakan pembatasan pasar.  

       Pengemudi ojek online itu rugi kalau ada penumpang masuk atau order jika tidak 

diambil nantinya performa turun, tetapi sekarang saya masih sosialisasikan ke 

penumpang. Jadi tidak mudah pesan ojek online dengan tiba-tiba dibatalkan 

mengordernya. Nah jangan terjadi seperti itu karena kasihan pengemudinya, itu 

membuat performa pengemudi turun untuk mendapatkan order. Itulah kendala 

sekarang, yang akan saya sosialisasikan ya itu. Penumpang meminati order ojek 

online ini yang mau saya bilangi. Karena saya itu kasihan dengan pengemudinya. 

Seperti orang order terus pengemudi bilang suruh datang ke Halte Gudang Garam 

tetapi penumpang tidak mau, terus marah-marah dan mengcancel orderan.13 
 

                                                             
13Noer Joko (Intelkam Polsek Waru), Wawancara, Surabaya,19 Juli 2018. 
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       Sementara pengemudi ojek pangkalan berpendapat bahwa hal tersebut sudah 

cukup adil, mengingat awal perintis dari ojek di kawasan terminal Purabaya ialah 

mereka. Mereka menganggap bahwa mereka sudah mengupayakan yang terbaik, agar 

ojek online dan ojek pangkalan masih sama-sama bisa mencari rezeki tanpa adanya 

konflik. “Untung saja kami masih berbaik hati mengizinkan mereka  mengambil dan 

menurunkan penumpang di terminal ini. Padahal hal tersebut sebenarnya berdampak 

pada pemasukan kami, harusnya mereka bersyukur dan menghormati aturan ini.”, 

ujar Suparmanto.14 

       Beberapa penumpang berpendapat bahwa perjanjian tersebut, terutama 

pembatasan lokasi penjemputan dan pengantaran merugikan penumpang ojek online. 

Mereka harus berjalan terlebih dahulu ke halte PT. Gudang Garam dengan kondisi 

panas apabila siang hari dan kehujanan apabila mendung di musim hujan. Meskipun 

demikian, pelanggan ojek online tetaplah ramai terbukti dari banyaknya pengendara 

ojek online yang berkerumunan setiap waktu di sekitar halte PT. Gudang Garam. 

Salah satu penumpang mengungkapkan bahwa lebih memilih ojek online karena 

mereka tidak perlu melakukan tawar menawar harga dan membayar harga yang 

tinggi untuk tujuan yang sama. Mereka meyakini bahwa ojek pangkalan menerapkan 

tarif yang mahal.15 

 

                                                             
14Suparmanto (Ojek Pangkalan), Wawancara, Surabaya, 28 Juli 2018. 
15Ulfa (Penumpang Pangkalan), Wawancara, Surabaya, 26 September  2018. 
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BAB IV 

ANALISIS PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN JASA OJEK DI 

TERMINAL PURABAYA SIDOARJO MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 

UU NO. 5 TAHUN 1999 

 

A. Analisis Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Ojek di Terminal Purabaya 

Sidoarjo 

       Perjanjian merupakan hal yang penyusunannya dijelaskan secara lengkap dalam 

Undang-Undang. Perjanjian mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi pihak 

yang bersepakat. Dalam perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek yang 

dilakukan oleh pengendara ojek pangkalan dan pengendara ojek online ini, pengendara 

ojek pangkalan memiliki hak dan kewajiban terhadap pengendara ojek online begitu pula 

sebaliknya. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan akibat 

apabila dilanggar.  

       Perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek ini bermula dari adanya konflik 

yang tidak kunjung mereda antara pengendara ojek pangkalan dengan pengendara ojek 

online terkait persaingan perebutan penumpang. Ojek pangkalan  beroprasi 24 jam dengan 

sistem pembagian 2 shift. Mereka dikelompokkan dalam beberapa titik di area terminal 

Purabaya agar mudah menjangkau penumpang. Sedangkan ojek online tidak memiliki 

batasan shift dan titik kumpul yang pasti untuk beroperasi di area terminal Purabaya. 

Mereka sekedar masuk dan berhenti di area acak untuk menunggu orderan pelanggan 

melalui aplikasi jasa yang mereka miliki. Keleluasaan ojek online berkeliling untuk 

mendapatkan orderan tersebut dianggap mengganggu keberadaan ojek pangkalan yang 

telah terlebih dahulu mengantri orderan penumpang secara manual. Hal tersebut terjadi 

berulang setiap harinya sehingga mengakibatkan para pengendara ojek pangkalan geram 

karena merasa pengendara ojek online telah merebut penumpang mereka dan akhirnya 
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pada pertengahan tahun 2016 pengendara ojek pangkalan mulai menunjukkan rasa 

keberatan atas operasional ojek online yang semakin lama membuat penumpang ojek 

pangkalan semakin sedikit. Tindakan itu dimulai dari peringatan lisan dan bentakan 

hingga pencegatan pengendara ojek online oleh beberapa pengendara ojek pangkalan 

hingga berlanjut menjadi konflik fisik dan pertikaian mulut yang membuat suasana 

terminal tidak kondusif karena macet total. 

       Atas kejadian tersebut, kepala kepolisian sektor Waru pada tanggal 3 Mei 2017, 

membuat Berita Acara Hasil Kesepakatan yang mendatangkan beberapa perwakilan dari 

pengendara ojek pangkalan, ojek online, lyn H-1, taksi konvensional, Dishub Kab. 

Sidoarjo, UPTD Terminal Purabaya dan DPC SPTI Sidoarjo. Berita Acara Hasil 

Kesepakatan ini menjadi perjanjian kedua bagi mereka setelah sebelumnya telah dibuat 

perjanjian kesepakatan pada tanggal 25 Agustus 2016. Namun konflik masih saja terjadi, 

mereka membuat aksi unjuk rasa yang membuat sepanjang jalan pintu masuk dan keluar 

bus macet total. 

       Hal itu terjadi dikarenakan tidak ada petugas yang mengawasi jalannya perjanjian. 

Selain itu kesepakatan sebelumnya dianggap kurang rinci dalam pembagian daerah 

pemasaran penjemputan serta tidak ada kejelasan hukuman yang diberikan,  maka kepala 

polisi sektor Waru mengadakan kembali beberapa pertemuan mediasi bersama dengan 

perwakilan yang bersangkutan untuk menyepakati dan melengkapi isi perjanjian tersebut. 

Perjanjian tertulis yang diarsipkan oleh kepolisian sektor Waru berjumlah 3 perjanjian. 

Dengan perjanjian terakhir terjadi pada tanggal 23 April 2018. Perjanjian tersebut 

melengkapi perjanjian yang dibuat sebelumnya. 

       Setelah adanya perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek tersebut, 

pengendara ojek online tidak diperkenankan lagi memasuki wilayah terminal Purabaya 

untuk menjemput penumpang, mereka diperbolehkan menjemput penumpang hanya pada 
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satu titik area yaitu di pintu masuk bus (di luar area terminal/ depan halte PT. Gudang 

Garam),  sedangkan pengendara ojek pangkalan berhak sepenuhnya beroperasi di area 

terminal Purabaya (pintu masuk, pintu keluar, area tunggu, area istirahat dan area-area 

lain) dan memberikan sanksi peneguran kepada pengendara ojek online yang masuk di area 

terminal Purabaya untuk menjemput penumpang. Apabila pengendara ojek online 

melanggar perjanjian tersebut maka dikenai sanksi berupa penyitaan atribut ojek online 

oleh pengendara ojek pangkalan. 

       Dari data wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa para penumpang sebenarnya 

lebih menyukai menggunakan jasa ojek online dibandingkan dengan ojek pangkalan. Yang 

menjadi alasan utama yakni pertimbangan biaya/tarif yang dikenakan dan kenyamanan 

perjalanan. Karena mendominasi dan menguasai area terminal Purabaya, para pengendara 

ojek pangkalan ini membuat tarif ojek sesuai dengan kehendak mereka sendiri tanpa 

mempertimbangkan pendapat konsumen atau penumpang. Pengendara ojek pangkalan 

membuat tarif ojek sesuai dengan kebijakan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan 

pendapat konsumen atau penumpang. Tarif yang dikenakan antara Rp. 30.000 - Rp. 50.000 

tergantung dari jarak yang di tempuh (kurang lebih 1-10 Km). Tarif ini terlihat sangat 

mahal jika dibanding dengan tarif ojek online sehingga banyak dari penumpang merasa 

keberatan dan terpaksa  menggunakan jasa ojek pangkalan tersebut jika tidak ada pilihan 

transportasi lain. Jadi meskipun perjanjian pembatasan wilayah pemasaran jasa ojek 

diterapkan, sebenarnya tidak akan berimbas banyak pada minat penumpang untuk 

menggunakan jasa ojek pangkalan apabila tidak ada inisiaif perbaikan secara internal juga. 

       Menilik manfaat dari hasil diskusi dan perjanjian yang dibuat, perjanjian tersebut 

memang memiliki peranan yang besar untuk meredam konflik yang terjadi antara 

pengendara ojek pangkalan dengan pengendara ojek online. Namun apabila diamati lebih 

lanjut, sebenarnya  isi perjanjian tersebut terlihat merugikan pengendara ojek online. 
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Pengendara ojek online seakan menjadi objek yang diatur dalam perjanjian tersebut. 

Pengendara ojek online harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pengendara ojek 

pangkalan sebagai penguasa wilayah yang lebih dahulu mengoprasikan jasa ojek di 

wilayah terminal Purabaya. Apabila melanggar peraturan, maka pengendara ojek online 

harus merelakan terjadinya penyitaan atribut. Aturan tersebut dirupakan sebuah perjanjian 

yang dibuat seakan-akan kedua belah pihak saling diuntungkan.  

       Selain itu, dalam kronologi penyusunan perjanjian, jumlah perwakilan yang hadir juga 

tidak seimbang. Perwakilan yang hadir ketika penyusunan perjanjian lebih banyak berasal 

dari pengendara ojek pangkalan dan orang-orang terminal seperti supir lyn H dan taksi 

konvensional yang notabene lebih dekat dengan pengendara ojek pangkalan daripada 

pengendara ojek online. Selain itu, ketika pemutusan perjanjian yang dilakukan secara 

vooting, salah satu pihakpun harus menerima keputusan meski dengan keterpaksaan 

karena kalah jumlah suara. Satuan pengawas yang dibentuk untuk mengawasi penerapan 

perjanjian ini juga sebagian besar tanggung jawabnya dilimpahkan kepada pengawas yang 

berasal dari supir lyn H, bukan dari lembaga independen yang tidak ada kaitannya dengan 

kedua belah pihak. Pada kenyataanya, lembaga independen seperti intelkam hanya 

dibentuk sebagai pelindung. 

       Pembatasan wilayah dan persaingan usaha yang dilakukan tersebut tidaklah adil dan 

sehat, sehingga dapat memicu kecurangan dan pelanggaran. Kecurangan dan pelanggaran 

tersebut terjadi karena salah satu pihak merasa perjanjian yang dilakukan tidak 

berdasarkan keinginan yang timbul dari hati nurani mereka sendiri. Para pengendara ojek 

online harusnya memiliki hak yang sama untuk mengambil  penumpang di seluruh area 

terminal Purabaya dengan cara yang arif, bukan dibatasi seperti ini sehingga menghambat 

rezeki mereka serta menyulitkan penumpang yang harusnya dilayani dengan baik. 
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Sebaiknya hal tersebut tidak boleh terjadi karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan 

yang menjadi salah satu sila dalam dasar negara Indonesia.  

       Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan usaha yang dilakukan secara terbuka 

dan menjunjung tinggi kompetisi bukan mendominasi untuk menyingkirkan inversi 

(lawan). Para pelaku usaha harus mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dalam 

usahanya agar bisa diperbaiki dan menjadi nilai tambah dalam mengembangkan usaha. 

Dalam hal ini, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pengendara ojek pangkalan 

untuk bersaing secara sehat adalah dengan mengubah sistem tarif yang seakan-akan dibuat 

sepihak oleh pengendara ojek pangkalan dan memperbaiki sistem pelayanan yang 

diberikan secara konsisten karena tarif dan pelayanan menjadi indikator penting dalam 

usaha jasa. Konsumen akan membandingkan kedua hal tersebut untuk selanjutnya 

memutuskan pilihan jasa.  

       Apabila hal tersebut telah dievaluasi dan diperbaiki serta ditambahkan inovasi yang 

menjadi nilai pembeda, maka dirasa tidak perlu lagi dibuat perjanjian untuk meredam 

pertikaian karena lingkungan usaha yang dibentuk telah menjadi lingkungan usaha yang 

sehat tanpa ada unsur monopoli. Lingkungan usaha yang sehat akan berpengaruh juga pada 

kualitas masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga keributan dan perselisihan pendapat 

yang mengakibatkan perselisihan dan permusuhan tidak perlu lagi terjadi. Lingkungan 

yang sehat juga akan menumbuhkan budaya saling menghormati hak masing-masing tanpa 

perlu mengutarakan dengan lisan atau kekerasan. 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 

 

 

 

B. Analisis Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Ojek di Terminal Purabaya 

Sidoarjo Menurut Perspektif  Hukum Islam  dan UU No. 5 Tahun 1999 

1. Analisis Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Ojek di Terminal Purabaya 

Sidoarjo Menurut Perspektif Hukum Islam 

       Konsep persaingan usaha secara syariah adalah persaingan yang menganjurkan 

para pelaku usaha untuk bersaing secara positif dengan memberikan kontribusi yang 

baik dari usahanya dan bukan untuk menjatuhkan atau merugikan orang lain. Dalam 

QS. Al-Baqarah ayat188 yang berbunyi: 

طِلِ وَتدُۡلُواْ بِِآَ إِلََ ٱلۡۡكَُّامِ لتَِأۡكُلُواْ فَريِقاً مِ نۡ أَمۡ  نَكُم بٱِلۡبََٰ لَكُم بَ ي ۡ كُلُوٓاْ أَمۡوََٰ ثِۡۡ وَأنَتُمۡ  وَلََ تََۡ لِ ٱلنَّاسِ بٱِلِۡۡ وََٰ

١٨٨عۡلَمُونَ ت َ   

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.1 

 

       Dijelaskan bahwa Allah melarang kegiatan usaha apapun yang dilakukan 

menggunakan jalan bathil atau jalan yang tidak baik karena melanggar hak orang lain 

untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Salah satunya ialah dengan membatasi 

usaha orang lain yang dapat membawa kerugian baginya. Perjanjian pembagian 

wilayah pemasaran jasa ojek yang dilakukan tersebut membatasi bahkan menghalangi 

pengendara ojek online untuk mengambil penumpang dalam suatu wilayah yang 

artinya membatasi jalan rezeki mereka. Kegiatan tersebut termasuk kedalam kegiatan 

monopoli pasar karena salah satu pihak menguasai wilayah tertentu yang sebenanya 

merupakan wilayah umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Wilayah 

                                                             
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, cet. 10 (Bandung: Diponegoro, 2006), 23. 
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tersebut dikatakan umum karena pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

tempat (UPTD terminal Purabaya) tidak membatasi adanya persaingan usaha selagi 

tidak mengganggu operasional kendaraan utama yakni bus serta kenyamanan 

penumpang yang berkunjung. Pembatasan ini merupakan perbuatan yang kurang baik 

dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.  

       Lebih dalam selain mengenai etika perjanjian seperti yang dijelaskan sebelumnya, 

implementasi perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di Terminal 

Purabaya Sidoarjo ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dapat dikaji 

menggunakan hukum Islam terkait syarat adanya perjanjian atau akad. Syarat adanya 

akad adalah sesuatu yang selalu ada agar keberadaan suatu akad diakui syara’, syarat 

ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah 

syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu Pertama, syarat-

syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad. Kedua, akad itu bukan akad yang 

terlarang seperti mengandung unsur pertentangan, paksaan, penipuan dan 

penyamaran. Ketiga, akad tersebut harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya 

sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus 

seperti adanya saksi dalam akad.2 Berikut uraiannya: 

a. Syarat Umum 

1) Syarat rukun akad 

       Rukun dan syarat perjanjian atau akad berkaitan erat dengan hukum 

keabsahan perjanjian itu sendiri. Adapun kaitan rukun dan syarat perjanjian 

menurut jumhur ulama dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 74. 
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a) Syarat ‘A<qid atau orang yang berakad 

(1) Baligh, telah mencapai usia 15 tahun jika laki-laki dan usia 9 tahun jika 

perempuan serta mengetahui, memahami, dan mampu membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk.3 Dalam pembuatan perjanjian 

ini, para pihak ada dan sama-sama sudah pantas untuk bersepakat dalam 

sebuah perjanjian. Pengendara ojek pangkalan dan ojek online serta 

pihak-pihak lain yang terlibat berjenis kelamin laki-laki dan telah 

berusia diatas 25 tahun. Masing-masing pihak terdiri dari dua orang 

atau lebih. Hanya saja perjanjian yang dilakukan tidak hanya satu kali 

dilakukan tapi beberapa kali dilakukan, dengan perwakilan para pihak 

yang berbeda. Pihak tersebut membawa nama golongan dan bersepakat 

atas nama golongan. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena 

perwakilan yang dikirimkan mengetahui secara jelas maksud perjanjian 

dan kronologi perjanjian dari awal. 

(2) Berakal, sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan gila ketika 

hendak melakukan kesepakatan perjanjian. Para pihak tidak berada 

dalam keadaan gila, dibuktikan dengan kesesuaian maksud dan imbal 

balik yang diberikan ketika proses perumusan perjanjian. Terjadi 

penawaran dan usulan ketika proses perumusan perjanjian. Seorang 

yang gila sangat tidak dimungkinkan untuk bisa memberikan usulan dan 

tanggapan ketika diskusi perumusan perjanjian dilaksanakan. Mengenai 

sehat jasmani dan rohani, para pihak dalam keadaan sehat dan baik 

sehingga dapat mengerti maksud pembuatan perjanjian. 

                                                             
3 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah  (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76. 
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(3) Para pihak datang dalam keadaan sukarela ketika perumusan perjanjian 

berlangsung meskipun sempat terjadi pertentangan dalam perumusan 

beberapa poin dalam perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut 

ditengahi oleh kepolisian dan perwakilan Terminal  Purabaya serta 

warga sekitar yang berpengaruh untuk memberikan masukan dan jalan 

tengah. 

b) Syarat s{higha<t al-‘aqd atau pernyataan kehendak para pihak 

(1) Tempat akad harus satu, dalam kronologi pembuatan perjanjian ini 

tempat akad telah ditentukan dan disepakati bersama. Para pihak 

berdiskusi dalam satu forum ruang yang sama. Tempat tersebut di 

antaranya kantor Kepolisian Sektor Waru Sidoarjo, halte terminal 

Purabaya (depan PT. Gudang Garam) dan warung kopi yang berlokasi 

di jalan raya Kletek Sidoarjo. 

(2) Pengucapan ija>b  dan qabu>l, para pihak yang hadir mengungkapkan satu 

persatu keluhan dan usulannya dalam forum diskusi perumusan 

perjanjian tersebut. Mereka membawa tujuan yang sama yakni untuk 

menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terbaik dengan jalan 

pembentukan perjanjian. Beberapa memang awalnya kurang setuju 

dengan hasil diskusi namun pada akhirnya mereka menandatangi 

perjanjian tersebut.  

c) Syarat ma’qu<d ‘alaih atau objek akad 

       Ma’qu <d ‘alaih atau objek akad adalah benda atau sesuatu yang 

diakadkan. Hal tersebut harus memenuhi syarat sah yaitu itu dapat 

diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan. Yang 

menjadi objek dalam akad atau perjanjian ini ialah pembagian wilayah 
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pemasaran jasa ojek. Objek dalam perjanjian ini bukanlah barang yang dapat 

diserahkan, namun berupa kesepakatan tertentu. Dalam Islam 

diperkenankan menyepakati suatu urusan tertentu asalkan tidak 

mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (ghara<r), keterpaksaan, 

ketidakadilan dan hal-hal lain yang dilarang dalam Islam. Kesepakatan 

berupa peraturan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara para 

pihak. Kesepakatan ini melindungi para pihak untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu hal yang berkaitan dengan pembagian wilayah pemasaran 

jasa ojek di terminal Purabaya. Pada dasarnya objek dalam perjanjian ini 

bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam, namun objek perjanjian berupa 

pembagian wilayah ini mengandung unsur keterpaksaan dan ketidakadilan 

terhadap salah satu pihak yakni pengendara ojek online sehingga objek 

tersebut yang awalnya diperbolehkan berubah menjadi tidak diperbolehkan 

karena suatu sebab yang mengikuti. 

d) Mawd{u<’ al-‘aqd atau tujuan akad 

       Tujuan dari perjanjian ini adalah menyelesaikan konflik antara 

pengendara ojek pangkalan dan ojek online terkait pembagian wilayah 

pemasaran jasa ojek di Terminal Purabaya. Konflik tersebut muncul karena 

dianggap telah terjadi monopoli pasar penumpang jasa ojek. Apabila 

dicermati maka tujuan dari perjanjian tersebut sesuai dengan ajaran agama 

Islam yang menyeru pada perdamaian dan keadilan. 

2) Syarat kebolehan akad 

       Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat kebolehan dan sah 

nya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya akad, yaitu 

ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran, adanya paksaan, 
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membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur tipuan, dan 

terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad. Dalam perjalanannya masih 

banyak pengendara ojek online yang merasa bahwa perjanjian tersebut 

merugikan mereka karena dianggap memonopoli pasar. Mereka menganggap 

bahwa terdapat kerancuan karena perjanjian seakan dipaksakan. Meskipun 

ada pihak yang belum setuju tapi kalah dalam suara mayoritas. Isi dari 

perjanjian tersebut membatasi pergerakan pasar para pengendara ojek online. 

Hal tersebut membuat mereka sering melanggar perjanjian tersebut. Mereka 

berpendapat bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, mengapa takut rezeki 

diambil orang dan menggunakan cara pembatasan wilayah seperti ini. 

Mereka lebih menyukai persaingan sehat dan kompetitif untuk mendapatkan 

rezeki. Hal tersebut sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang 

mensyariatkan agar para pelaku usaha mengedepankan sikap kompetitif yang 

sehat. Kompetitif dalam hal ini yaitu dapat bersaing dan bertahan dalam 

dunia pasar tanpa menjatuhkan pelaku lain dengan cara yang tidak baik.4  

       Dalam Islam sendiri juga tidak diperkenankan melakukan suatu hal 

karena keterpaksaan. Adanya unsur keterpaksaan dan pemasungan 

kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, mengakibatkan 

legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak 

sah.5 Adanya aturan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang 

dicantumkan dalam perjanjian tidak menimbulkan kezhaliman, 

paksaan/tekanan dan penipuan kepada salah satu pihak dalam suatu 

perjanjian. 

                                                             
4Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonsia, 2003), 105. 
5 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 60. 
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3) Syarat manfaat akad 

       Meskipun masih terjadi perselisihan pendapat terkait kepentingan dalam 

perjalanan pengaplikasian perjanjian ini, namun perjanjian tersebut dinilai 

efektif oleh beberapa pihak. Dengan adanya perjanjian ini konflik yang 

terjadi tidak sesering dan sebesar sebelum adanya perjanjian. Meskipun 

dirasa tidak terlalu besar perubahan pemasukan yang dirasakan oleh 

pengendara ojek pangkalan, mereka merasa terbantu karena hak mereka 

dihormati. Sementara bagi pengendara ojek online, meskipun terjadi 

penurunan pemasukan dan seringnya mendapat komplain  oleh penumpang, 

mereka bersyukur karena tidak terjadi konflik seperti dulu yang berujung 

pada kekerasan fisik. Meskipun disertai beberapa dampak negatif, perjanjian 

tersebut memiliki manfaat yang besar untuk ketentraman para pengendara 

ojek dan warga Terminal Purabaya. 

b. Syarat Khusus 

1) Saksi dalam akad 

       Dalam penyusunan perjanjian ini, terlibat beberapa pihak yang menjadi 

pengawas dan saksi diantaranya anggota kepolisian, anggota TNI, perwakilan 

UPTD Terminal Purabaya, warga sekitar, pengelola Lyn H-1 dan perwakilan 

satgas setempat. Pihak tersebut dipilihkan dari mereka yang memang 

memiliki kapasitas dan kapabilitas menyelesaikan konflik yang terjadi. Pihak-

pihak tersebut membantu kelangsungan dan penerapan perjanjian untuk 

mewujudkan ketentraman Terminal Purabaya. 

2) Kejelasan akad 

       Perjanjian atau akad yang diterangkan dalam berita acara kepolisian ini 

telah memiliki penjelasan poin yang cukup rinci. Perjanjian tersebut berisi 
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aturan dan konsekuensi yang akan didapat apabila melanggar isi perjanjian. 

Pengawasan dan pelaksanaan peneguran juga telah diterangkan dengan jelas 

dengan menggunakan susunan bahasa yang mudah dimengerti masing-

masing pihak yang melaksanakan akad. 

       Maka dari analisis di atas, diketahui bahwa adanya perjanjian tersebut memang 

memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai peredam konflik. Namun 

apabila diteliti lebih lanjut tentang isi perjanjian dan kronologi perjanjian, terdapat 

beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Islam melarang adanya unsur 

ketidakadilan dan keterpaksaan dalam pembuatan perjanjian usaha. Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 mengenai larangan kegiatan 

usaha apapun yang dilakukan menggunakan jalan bathil yang dimurkai Allah. 

       Lebih lanjut, perjanjian ini membuat pengendara ojek online terbatasi haknya 

untuk mengambil penumpang akibat adanya pembatasan wilayah pasar. Hal tersebut 

termasuk dalam monopoli wilayah pasar oleh satu kelompok pelaku usaha. Islam 

melarang adanya pembatasan pasar yang mengarah pada monopoli sehingga dapat 

mendzalimi hak orang lain dalam mencari rezeki Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Umar bin Khatthab r.a yang berbunyi: 

ٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْْاَلِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُمَلْعُ  ونٌ عَنْ عُمَرَبْنِ الْْطََّابِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  
Dari Umar bin Khatthab berkata Rasulullah Saw. bersabda, “Orang yang 

menawarkan barangnya untuk dijual akan memperoleh keberkahan rezeki, 

sedangkan orang yang melakukan monopoli, baginya laknat Allah Swt.” (H.R. 

Ibnu Majah)6 

 

       Menurut Imam Malik dan Imam At-Tsauri monopoli yang diharamkan adalah 

pada semua jenis hal yang bisa merugikan masyarakat, khususnya pada hal-hal yang 

menjadi kebutuhan umum masyarakat. Jasa transportasi merupakan salah satu jasa 

                                                             
6Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazhwaini, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar ElFikr, 1995), 678. 
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yang amat penting bagi konsumen di era modern ini dan menjadi salah satu bidang 

yang menjadi mata pencaharian banyak orang. Oleh karenanya jelas bahwa kegiatan 

monopoli dilarang dalam syariah. Sehingga perjanjian yang mengandung monopoli 

tersebut tidak dapat diterima secara syariah keberadaannya. Atas dasar ini seharusnya 

perjanjian yang dilakukan dimusyawarahkan dengan menjunjung tinggi hak dan 

keluhan para pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya 

perjanjian tersebut. 

2. Analisis Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Ojek di Terminal Purabaya 

Sidoarjo Menurut UU No. 5 Tahun 1999 

       Perjanjian ini secara materiil telah sesuai dengan definisi Pasal 1313 KUHPerdata 

yang berbunyi perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dalam perjanjian ini 

terdapat para pihak yang bersepakat dengan tujuan yang sama yakni untuk meredam 

konflik perseteruan wilayah pemasaran jasa ojek. Pihak-pihak tersebut yaitu 

pengendara ojek pangkalan, pengendara ojek online dan beberapa anggota luar lainnya 

yang bertindak sebagai saksi dan pengawas. Perjanjian tersebut dituangkan secara 

tertulis dalam bentuk berita acara kepolisian yang dokumen aslinya menjadi tanggung 

jawab polisi sektor Waru Sidoarjo dengan masing-masing pihak memiliki salinannya. 

Perjanjian yang dilakukan mengikat semua pihak tertera sehingga menimbulkan hak 

dan kewajiban yang harus ditaati bersama.  

       Namun selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa agar terjadi 

perjanjian yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat, yakni: 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Para pihak yang membuat 

perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang 

diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, 
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penipuan atau kekhilafan. Pada perjanjian ini semua pihak tertera dianggap 

menyetujui isi perjanjian, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bubuhan tanda 

tangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Namun apabila menilik kronologi 

penyusunan perjanjian, salah satu pihak yakni perwakilan pengendara ojek online 

tidak sepenuhnya setuju dengan isi dari perjanjian tersebut karena mereka 

menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan merugikan mereka. Adanya 

pembatasan wilayah pasar membuat pengendara ojek online kesulitan dalam 

mencari penumpang. Selain itu, pemberhentian mangkal mereka juga tidak teratur 

dan sering membuat macet karena dipindahkan ke depan halte PT Gudang Garam 

yang mana merupakan halte yang berada di pinggir jalan utama dengan intensitas 

kendaraan sangat padat. Mereka menyetujui perjanjian tersebut dengan terpaksa 

karena kalah dalam jumlah ketika vooting saat musyawarah penyusunan 

perjanjian. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pihak yang melakukan perjanjian 

haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian 

tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang 

menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk 

membuat perjanjian dijelaskan dalam pasal 1330 KUH Perdata, diantaranya orang 

yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengampuan. Dalam praktik 

perjanjian ini para pihak telah cakap secara umur (telah berusia di atas 20 tahun) 

dan tidak dalam pengampuan, yaitu tidak gila. 

c. Suatu pokok persoalan tertentu. Dalam membuat perjanjian, apa yang 

diperjanjikan (objek perikatannnya) haruslah jelas. Objek perikatan dalam 

perjanjian ini ialah pembagian wilayah pemasaran jasa ojek, dimana awalnya ojek 
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pangkalan dan ojek online dapat bersama-sama mengambil penumpang di wilayah 

terminal Purabaya secara bebas, namun sekarang terdapat batasan penjemputan 

dan pengantaran penumpang terhadap ojek online karena dianggap merugikan 

ojek pangkalan (mengambil jatah penumpang ojek pangkalan). 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu 

dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan 

atau dengan ketertiban umum. Aturan mengenai pembagian wilayah pemasaran 

diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 9 dijelaskan 

bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya 

yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap 

barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 

dan atau persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang tersebut secara jelas 

menyebutkan bahwa pembatasan wilayah pemasaran dengan tujuan memonopoli 

pasar tidaklah diperkenankan.  

       Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena berkenaan 

dengan para subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat 

disebut sebagai syarat obyektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian. 

Apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam suatu perjanjian, maka perjanjian 

tersebut dapat menjadi batal apabila salah satu pihak memohonkan pembatalannya. 

Sementara apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka akan mengakibatkan 

perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah 

dilahirkan suatu perjanjian. 

       Dalam perjanjian tersebut selain terdapat unsur keterpaksaan salah satu pihak, 

terdapat pula unsur sebab yang terlarang karena aturan Undang-undang. Pada isi 
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perjanjian terdapat indikasi pembatasan wilayah pemasaran yang dapat 

mengakibatkan monopoli pasar. Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan 

atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau 

satu kelompok pelaku usaha.7 Dalam pasal 17, angka (2) poin (b) disebutkan bahwa 

pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan 

atau pemasaran barang dan atau jasa apabila mengakibatkan pelaku usaha lain tidak 

dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Pengendara 

ojek pangkalan telah melakukan pembatasan wilayah pemasaran jasa ojek terhadap 

pengendara ojek online di wilayah terminal Purabaya untuk melindungi pasarnya 

dengan mengabaikan kepentingan pengendara ojek online yang juga mencari rezeki 

di tempat yang sama. Secara tidak langsung, melalui perjanjian tersebut, pengendara 

ojek pangkalan  patut diduga melakukan penguasaan pasar karena melarang 

pengendara ojek online untuk mengambil penumpang di dalam area terminal 

Purabaya.  

       Penguasaan atas pasar jasa ojek ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 

yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa 

kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a) menolak 

dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang 

sama pada pasar bersangkutan; (b) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar 

bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilakukan oleh pengendara ojek 

pangkalan yang menghalangi pengendara ojek online menjemput penumpang secara 

                                                             
7 Pasal 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 
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halal dan tanpa paksaan dari pihak manapun didalam terminal Purabaya jelas 

melanggar ketentuan pasal 19 poin (a) ini. 

       Selain itu sebenarnya pihak pengelola terminal Purabaya tidak terlalu 

mempermasalahkan adanya persaingan antara ojek pangkalan dan ojek online selama 

tidak mengganggu jalur bus dan ketertiban terminal. Apabila hal tersebut tetap 

dilakukan maka jelas bahwa para pihak telah melanggar Undang-undang sehingga 

perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan penyusunan 

kembali sehingga didapat hasil perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak dan 

tidak pula melanggar Undang-undang.  

       Lebih lanjut pada pasal 30-37 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dijelaskan 

bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

yang memiliki wewenang: 

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau 

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, 

saksi ahli, atau setiap orang yang berkaitan 

d. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan 

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-undang ini 

e. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan atau pemeriksaan 

f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak pelaku 

usaha lain atau masyarakat 

g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga 

melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 

h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-undang ini.8 

 

                                                             
8 Pasal 33 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat 
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       Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa penyelesaian perkara tidak dilakukan 

secara langsung melalui Pengadilan, namun diselesaikan secara institusional terlebih 

dahulu melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila terjadi keberatan 

dengan putusan penyelesaian perkara yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha, barulah pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya sesuai dengan 

urutan peradilan yang ada di Indonesia. Sebenarnya terdapat cara yang lebih 

sederhana untuk menyelesaikan konflik yang terjadi daripada melibatkan komisi dan 

lembaga peradilan, yakni dengan cara musyawarah. Persaingan usaha harusnya 

dilakukan secara sehat dan kompetitif. Masing-masing pihak harus mau berbenah 

mengikuti permintaan pasar demi kemajuan usahanya tanpa mengabaikan hak pihak 

lain. Dengan begitu akan tercipta lingkungan kerja yang sehat dan kondusif untuk 

kemajuan bersama dengan cara yang damai. 

       Maka dari analisis berdasarkan hukum positif dan Undang-Undang diatas, 

diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian yang terdapat 

pada pasal 1320 KUHPerdata poin kesepakatan dan sebab yang halal sehingga dapat 

dimintakan pembatalan dan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dasar perundang-undang mengenai perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa 

ojek di terminal Purabaya ini dapat dijumpai dalam pasal 1, 9, 17 dan 19 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat.  

       Dalam pasal 1 poin (f) dijelaskan mengenai definisi persaingan usaha tidak sehat, 

dan praktik perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek tersebut termasuk 

dalam persaingan usaha tidak sehat.  Kemudian dalam pasal 9 dijelaskan mengenai 

larangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang bertujuan untuk 
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membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa 

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan 

usaha tidak sehat. Pembuatan perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek 

tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 9 yang dilarang, seharusnya para 

pengendara ojek pangkalan dan ojek online tidak membuat perjanjian yang memicu 

praktik monopoli jasa oleh satu pihak. Selanjutnya, dalam pasal 17, angka (2) poin 

(b) disebutkan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 

penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila 

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha 

barang dan atau jasa yang sama. Pengendara ojek pangkalan telah melakukan 

pembatasan wilayah pemasaran jasa ojek terhadap pengendara ojek online di wilayah 

terminal Purabaya untuk melindungi pasarnya dengan mengabaikan kepentingan 

pengendara ojek online yang juga mencari rezeki di tempat yang sama. Secara tidak 

langsung, melalui perjanjian tersebut, pengendara ojek pangkalan  patut diduga 

melakukan penguasaan pasar karena melarang pengendara ojek online untuk 

mengambil penumpang di dalam area terminal Purabaya. 

       Penguasaan atas pasar jasa ojek ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 

yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi 

pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar 

bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan oleh pengendara ojek pangkalan yang 

menghalangi pengendara ojek online menjemput penumpang secara halal dan tanpa 

paksaan dari pihak manapun didalam terminal Purabaya jelas melanggar ketentuan 

pasal 19 poin (a) ini. Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa perjanjian tersebut 

memang berisi hal yang dilarang Undang-undang karena mengandung klausul yang 

menguntungkan salah satu pihak dengan cara monopoli/penguasaan pasar untuk 
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kepentingan kelompoknya dengan membatasi bahkan menutup jalan pesaing 

usahanya. Oleh karenanya, patut jika perjanjian tersebut dimintakan pembatalan atau 

pihak yang merasa haknya dirugikan mengajukan penyusunan kembali klausul-

klausul yang tertuang dalam perjanjian tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan 

merujuk pada rumusan masalah, maka disimpulkan: 

1. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran jasa ojek di Terminal Purabaya berisi 

ketidakbolehan ojek online untuk memasuki area terminal Purabaya dan hanya 

diperbolehkan menjemput penumpang di pintu masuk bus (di luar area terminal/ 

depan halte PT. Gudang Garam),  sedangkan pengendara ojek pangkalan berhak 

sepenuhnya beroperasi di area terminal Purabaya serta memberikan sanksi kepada 

pengendara ojek online yang masuk di area terminal Purabaya, berupa penyitaan 

atribut pengendara ojek online oleh pengendara ojek pangkalan. 

2. Perjanjian pembagian wilayah di atas tidak sesuai dengan hukum Islam karena 

terdapat pembatasan pasar yang mengarah pada monopoli, sehingga dapat 

mendzalimi hak orang lain dalam mencari rezeki Allah Swt. Selain itu, perjanjian 

tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian pada pasal 1320 KUHPer terkait 

kesepakatan dan sebab yang halal serta bertentangan dengan pasal 1 huruf f, 9, 17 

dan pasal 19 huruf a dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena mengandung unsur 

keterpaksaan salah satu pihak. 
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B. Saran  

Dari kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pengendara ojek pangkalan hendaknya memperbaiki sistem pelayanan dan tarif 

sehingga dapat menarik penumpang untuk kembali menggunakan jasa ojek 

mereka. 

2. Pengendara ojek online hendaknya menghormati pengendara ojek pangkalan yang 

telah terlebih dahulu beroperasi. 

3. Aparat penegak hukum hendaknya lebih menjaga kestabilan keamanan dan tidak 

memihak pada salah satu pihak. 
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